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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI |

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO. JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. Perubahan atas UU No. 32 | Rapat Intern Panja Perubahan atas UU Menyusun NA dan draft RUU tentang Penyiaran.
Tahun 2022 tentang No. 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran
Penyiaran Komisi | DPR RI tanggal 25 September

2023.
Rapat Intern Komisi | DPR Rl tanggal 2 Laporan Panja Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2022
Oktober 2023. tentang Penyiaran Komisi | DPR RI.

2. Perubahan Kedua Atas UU | Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua Atas
No. 11 Tahun 2008 tentang | Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun | UU No. 11 Tahun 2 008 tentang ITE.

ITE 2008 tentang ITE Komisi | DPR RI dengan
Tim Panja Pemerintah tanggal 26
September 2023 & 2 Oktober 2023.

3. Pengesahan Treaty on the | Raker Komisi | DPR RI dengan Pembicaraan Tingkat | dalam rangka pembahasan dan
Prohibition of Nuclear Pemerintah (Menlu, Menhan, dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang
Weapon (Traktat mengenai | Menkumham) tanggal 2 Oktober 2023. pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear
Pelarangan Senjata Nuklir) Weapon (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 Ja. BIN 1) BINDA Jawa Barat; Kunjungan Kerja Spesifik Komisi | DPR Rl dalam rangka
b. TNI mengetahui:
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KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. KEMKOMINFO 2) Korem 064/Maulana | a) Deteksi Dini dan Cegah Dini Tahapan Pelaksanaan Pemilu
Yusuf; 2024 di Provinsi Jawa Barat (BINDA Jawa Barat);
3) Pusat Data Nasional. | b) Kesiapan Korem 064/Maulana Yusuf Dalam Mendukung
Pengamanan Pemilu 2024
Tanggal 15 - 17 c) Progres Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan Upaya
September 2023. Meminimalkan Kebocoran Data.
2 | a. 10JI (Indonesia Ocean Tanggal 18 September RDPU Panja Keamanan Laut Komisi | DPR RI dengan
Justice Initiative): MAS 2023. Pakar/Akademisi/LSM dalam rangka Penguatan Tata Kelola
Achmad Santosa (CEO); Keamanan Laut Nasional.
b. Paramadina Graduate
School of Diplomacy: Dr.
Phil. Shiskha
Prabawaningtyas (Director)
c. Rodhial Huda (Pemerhati
Kemaritiman /Wakil Bupati
Natuna)
3 | Kemkominfo RI Dirjen PPI tanggal 19 RDP Komisi | DPR RI dengan Dirjen PPl Kemkominfo RI dalam
September 2023. rangka mengetahui Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk
Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan.
4 |a. BIN 1) BINDA Jawa Tengah | Kunjungan Kerja Spesifik Komisi | DPR RI dalam rangka
b. LPP TVRI (Solo); mengetahui;
2) BINDA Yogyakarta; a) Deteksi Dini dan Cegah Dini Tahapan Pelaksanaan;
3) LPP TVRI Jawa b) Pemilu 2024 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah
Tengah. Jawa Tengah;
c) Penguatan Peran LPP TVRI Jawa Tengah sebagai Media
Tanggal 22-24 September Publik yang Independen dan Netral untuk Penyiaran dan
2023. Pemberitaan Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024.
5 | TNI 1) KODAM llI/Siliwangi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi | DPR Rl dalam rangka

(Bandung);

mengetahui;
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2) Divisi Infantri 1
Kostrad (Depok);

3) Kodiklat TNI
(Tangerang Selatan).

Tanggal 27-29 September
2023.

a) Kesiapan Kodam IlI/Siliwangi Dalam Mendukung Pengamanan
Pemilu 2024;

b) Kesiapan Divisi Infanteri 1/Kostrad dalam Melaksanakan Tugas
Pokok TNI dengan Dukungan Alutsista beserta Sarana dan
Prasarana;

c) Untuk mengetahui Peran Kodiklat TNI dalam menyiapkan Kader
Pemimpin TNI Maa Depan yang Berkarakter dan Profesional.




MS | Tahun Sidang 2023-2024
(15 September — 03 Oktober 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI li

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

TENTANG IBU KOTA
NEGARA

d. Prolegnas;
e. Pemantauan & peninjauan.

Rapat Dengar Pendapat Umum
Panja RUU tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara (IKN) Komisi [l DPRRI
dengan Prof. Dr. Imam
Koeswahyono, S.H., M.Hum., Dr.
Gabriel Lele, Dr. Yuli Indrawati,
S.H., LL.M., Muhammad
Adriansyah, dengan agenda
mendapatkan masukan terkait
pembahasan RUU IKN, hari Senin,
18 September 2023.

a. Kepastian hukum pemberian Hak Milik Tanah Masyarakat di
IKN;

b. Pengelolaan Perpanjangan Hak Atas Tanah yang akuntabel
di IKN;

c. Mewujudkan Transparansi dan akuntabilitas Pemberian Hak
Atas Tanah di IKN.

2.Beberapa hal yang disampaikan Dr. Gabriel Lele dengan
materi pembahasan terkait Pemdasus/Desentralisasi Asimetri,
sebagai berikut:
a. Tantangan dan model Pemdasus IKN;
b. Model Pengelolaan kelembagaan Pemdasus IKN sesuai
Objective Key Result.

3. Beberapa hal yang disampaikan Dr. Yuli Indrawati, S.H., LL.M.
dengan materi pembahasan terkait keuangan negara, sebagai
berikut:

a. Kekhususan Pengelolaan Keuangan OIKN dan setelah
menjadi Pemdasus IKN;
b. Kekhususan dalam Pengelolaan Pajak di IKN.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. RUU tentang a. Penyusunan 1. Beberapa hal yang disampaikan Prof. Dr. Imam Koeswahyono,

PERUBAHAN ATAS UU b. Pembahasan S.H., M.Hum. dengan materi pembahasan terkait pertanahan,

NOMOR 3 TAHUN 2022 ¢. Harmonisasi; sebagai berikut:
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

4.Beberapa hal yang disampaikan Muhammad Adriansyah
dengan materi pembahasan terkait Pemberdayaan Petani dan
Masyarakat, sebagai berikut:
a. Potensi Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan IKN;
b. Kebutuhan untuk mendukung petani dan nelayan di IKN,
Masalah, tantangan dan peluang.

RUU tentang
PERUBAHAN ATAS UU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA
NEGARA

a. Penyusunan

b. Pembahasan

c. Harmonisasi;

d. Prolegnas;

e. Pemantauan & peninjauan.

Rapat Panja RUU tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu
Kota Negara (IKN) Komisi || DPR
Rl dengan Menteri PPN/Kepala
BAPPENAS RI, Sekretaris
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS RI, Sekretariat
Jenderal Kementerian Dalam
Negeri RI, Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan R,
Sekretaris Jenderal dan Tata
Ruang/Kepala BPN R, Direktur
Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan Kementerian Hukum

1. Terdapat 4 (empat) Isu Pokok Perubahan DIM dalam RUU
IKN yang belum disepakati, yakni:
1) Cluster No. 2 Pertanahan;
2) Cluster No. 3 Pengelolaan Keuangan;
3) Cluster No. 7 Tata Ruang;
4) Cluster No. 9 Jaminan Keberlanjutan.

2. Setelah mendengar penjelasan Menteri PPN/Kepala
Bappenas, maka pokok Pembahasan RUU IKN terkait DIM
untuk Cluster No. 2 Pertanahan, Cluster No. 3 Pengelolaan
Keuangan, Cluster No. 7 Tata Ruang dan Cluster No.9
Jaminan Keberlanjutan disepakati secara bersama DIM terkait
oleh Panja RUU IKN.
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NO JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

dan HAM R, Sekretaris Otorita lbu
Kota Nusantara, dan Pimpinan
DPD RI, dengan agenda
melanjutkan pembahasan Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM)
Perubahan RUU tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara (IKN), hari Senin, 18
September 2023.

3. RUU tentang
PERUBAHAN ATAS UU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA
NEGARA

a. Penyusunan

b. Pembahasan

c. Harmonisasi;

d. Prolegnas;

e. Pemantauan & peninjauan.

Rapat Timus Timsin RUU tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu
Kota Negara (IKN) Komisi Il DPR
Rl dengan Menteri PPN/Kepala
BAPPENAS RI, Sekretaris
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS RI, Sekretariat
Jenderal Kementerian Dalam
Negeri RI, Sekretaris Jenderal

Timus dan Timsin RUU Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)
telah melakukan finalisasi hasil perumusan dan singkronisasi
terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2022 Tentang |bu Kota Negara (IKN) dan selanjutnya
untuk dilaporkan ke Rapat Panja RUU Perubahan IKN.
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kementerian Keuangan R,
Sekretaris Jenderal dan Tata
Ruang/Kepala BPN RI, Direktur
Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan Kementerian Hukum
dan HAM RI, Sekretaris Otorita [bu
Kota Nusantara, dan Pimpinan
DPD RI, dengan agenda
merumuskan dan mensinkronkan
pasal-pasal dalam RUU IKN, hari
Senin, 18 September 2023.

RUU tentang
PERUBAHAN ATAS UU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA
NEGARA

a. Penyusunan

b. Pembahasan

c. Harmonisasi;

d. Prolegnas;

e. Pemantauan & peninjauan.

Rapat Panja RUU tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu
Kota Negara (IKN) Komisi Il DPR
Rl dengan Menteri PPN/Kepala
BAPPENAS RI, Sekretaris
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS RI, Sekretariat
Jenderal Kementerian Dalam

Panja RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Komisi || DPR R
telah mendengarkan dan menyetujui laporan Timus dan Timsin
RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).
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NO JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Negeri RI, Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan R,
Sekretaris Jenderal dan Tata
Ruang/Kepala BPN RI, Direktur
Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan Kementerian Hukum
dan HAM R, Sekretaris Otorita Ibu
Kota Nusantara, dan Pimpinan
DPD RI, dengan agenda laporan
timus dan timsin kepada Panja
RUU IKN dan finalisasi draft akhir
RUU IKN, hari Selasa, 19
September 2023.

5. RUU tentang
PERUBAHAN ATAS UU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA
NEGARA

a. Penyusunan

b. Pembahasan

c. Harmonisasi;

d. Prolegnas;

e. Pemantauan & peninjauan.

Rapat Kerja Tingkat | Komisi I
DPR RI dengan Menteri
PPN/Bappenas RI, Menteri Dalam
Negeri RI, Menteri Keuangan R,
Menteri Agararia dan Tata
Ruang/Kepala BPN RI, Menteri
Hukum dan HAM RI, Kepala
Otorita Ibu Kota Nusantara, dan

1. Penyampaian pendapat mini fraksi dan Pemerintah, sebagai

berikut:

a. Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi
Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang lbu
Kota Negara (IKN) untuk disahkan pada tingkat selanjutnya.

b. Fraksi Partai Demokrat menyetujui terhadap Rancangan
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN)

dengan catatan.
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Pimpinan DPD RI, dengan agenda c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak terhadap
pengantar ketua rapat, laporan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas
Panja RUU tentang IKN ke Raker Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang lbu Kota
Tk I, penyampaian Pendapat Akhir Negara (IKN).
Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI, dan
Pemerintah, serta pengambilan d. DPD Rl menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang
keputusan dan penandatanganan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun
draft RUU tentang IKN, pada hari 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Selasa, 19 September 2023. e. Pemerintah menyetujui terhadap Rancangan Undang-

Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).

2. Komisi Il DPR RI bersama dengan Pemerintah menyetujui dan
menandatangani draft Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
Tentang |bu Kota Negara (IKN).

6. RUU tentang ASN a. Penyusunan 1.Beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat panja RUU
b. Pembahasan ASN terkait isu strategis tentang pengisian jabatan ASN oleh
c. Harmonisasi; anggota TNI dan Polri antara lain:
d. Prolegnas;

a. Prinsipnya melindungi jenjang karir ASN yang sudah
berkarir sejak awal masuk instansi pemerintah. Jabatan
ASN tidak serta merta langsung dapat diduduki oleh

e. Pemantauan & peninjauan.

Rapat Panja RUU tentang Aparatur anggota TNI dan Polri.

Sipil Negara Komisi || DPR R b. Perlu ada batasan terkait jabatan ASN yang dapat diisi
dengan Sekretaris Kementerian anggota TNI dan Polri hanya di instansi pusat saja dalam
Pendayagunaan Aparatur Negara jangka waktu tertentu agar jabatan ASN tidak hanya

dan Reformasi Birokrasi R,
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Direktur Jenderal Anggaran dijadikankesempatan untuk menambah usia pensiun atau
Kementerian Keuangan R, sebagai batu loncatan untuk menjadi pejabat.

Sekretaris Jenderal Kementerian c. Perlu dikaji mengenai proses rekruitmen anggota TNI dan

Dalam Negeri RI, dan Direktur Polri yang mengisi jabatan ASN. Apakah melalui open

Jenderal Peraturan Perundang- biding atau mekanisme lainnya.

Undangan Kementerian Hukum d. Perlunya pembatasan peran anggota TNI dan Polri dalam

dan HAM RI, dengan agenda lingkungan kerja ASN agar tidak terlalu dominan.

laporan timus dan timsin kepada e. Jika anggota TNI dan Polri menduduki jabatan ASN perlu

Panja RUU ASN dan finalisasi draft dipertimbangkan untuk memberlakukan sistem kepangkatan

akhir RUU ASN, hari Selasa, 19 seperti yang melekat pada ASN.

September 2023. f. Anggota TNI dan Polri yang telah menduduki jabatan ASN
jika suatu saat terkena kasus hukum maka dikenakan
hukum pidana sipil (bukan hukum pidana militer).

g. Batasan terhadap anggota TNI dan Polri yang dapat
menduduki jabatan ASN dilakukan dengan menerapkan
manajemen talenta. Instansi pemerintah bisa meminta
penugasan dari anggota TNI dan Polri jika tidak ada ASN
yang memenuhi syarat pada jabatan tersebut dan instansi
pemerintah tersebut sudah mempunyai komite talenta dan
melakukan talent review. Jika tidak ada komite talenta maka
instansi pemerintah tidak bisa meminta penugasan dari
anggota TNI dan Polri.

Panja RUU tentang ASN Komisi Il DPR RI menyepakati akan
melanjutkan pembahasan pada rapat panja selanjutnya.

7. RUU tentang ASN a. Penyusunan 1. Berdasarkan keputusan rapat Panja ini, Sebagian besar

b. Pembahasan

c. Harmonisasi;

d. Prolegnas;

e. Pemantauan & peninjauan

substansi tersebut sudah disepakati oleh Panja dan pemerintah
kecuali mengenai pengaturan PPPK paruh waktu dalam RUU
serta Konsultasi PP mengenai manajemen ASN untuk ASN

10
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Rapat Panja RUU tentang Aparatur
Sipil Negara Komisi Il DPR R
dengan Sekretaris Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi R,
Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan R,
Sekretaris Jenderal Kementerian
Dalam Negeri RI, dan Direktur
Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan Kementerian Hukum
dan HAM R, dengan agenda
melanjutkan pembahasan dan
finalisasi terhadap Draf akhir DIM
Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, hari
Senin, 25 September 2023.

yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif
dengan DPRRI.

2. Selain itu dalam perkembangan pembahasan, Panja
menyepakati untuk mengatur larangan dan penjatuhan sanksi
yang dikenakan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
atau pejabat lainnya yang mengangkat pegawai non-ASN.

RUU tentang ASN

a. Penyusunan

b. Pembahasan

c. Harmonisasi;

d. Prolegnas;

e. Pemantauan & peninjauan.

1. Penyampaian pendapat mini fraksi dan Pemerintah, sebagai
berikut:

a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi
Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai
Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai
Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan menyetujui terhadap
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi Rancangan Undang-Undang tentang ASN untuk
Il DPR Rl dengan Menteri disahkan pada tingkat selanjutnya.
PAN&RB, Menteri Dalam Negeri b. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui terhadap
RI, Menteri Hukum dan HAM R, Rancangan Undang-Undang tentang ASN dengan catatan.
dan Menteri Keuangan R, dengan c. Pemerintah menyetujui terhadap Rancangan Undang-
agenda pengantar ketua rapat, Undang tentang ASN.
laporan Panja RUU tentapg ASN 2. Komisi Il DPR RI bersama dengan Pemerintah menyetujui dan
Eirijaak:a:t-ll(kll;if:/lr}?wl??rzakg?ﬁaksi menandatangani draft Rancangan Undang-Undang tentang

. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

dan Pemerintah, serta
pengambilan keputusan dan ASN.
penandatanganan draft RUU
tentang ASN, pada hari Selasa, 26
September 2023.

9. Perppu tentang Pilkada a. Penyusunan Setelah mendengar penjelasan Menteri Dalam Negeri tentang

Pembahasan

Harmonisasi;

Prolegnas;

Pemantauan & peninjauan.

® oo o

Rapat Kerja/Rapat Dengar
Pendapat Komisi || DPR RI dengan
Menteri Dalam Negeri RI, Ketua
KPU, Anggota Bawaslu, dan Ketua
DKPP, dengan agenda penjelasan
terkait rencana penyusunan
Perppu tentang Pilkada, hari Rabu,
20 September 2023.

rencana Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang atau Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) serentak tahun 2024 dengan memajukan pelaksanaan
pemungutan suara Pilkada serentak dari Bulan November 2024
ke Bulan September 2024, maka:
1.Komisi [l DPR RI dapat memahami pandangan Pemerintah yang
selaras dengan masukan asosiasi pemerintah daerah dan
asosiasi DPRD.
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2.Komisi [| DPR Rl akan membahasnya lebih lanjut bersama
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI), dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia (DKPP RI) pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar
Pendapat yang akan datang khususnya terkait dengan subtansi
perubahan pasal-pasal Undang-Undang tersebut.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Kementerian Dalam Negeri, | a. Pelaksanaan undang- 1. Tanggapan Anggota Komisi || DPR RI, sebagai berikut:
Asosiasi Pemerintah undang; a. Visi misi Kepala Daerah dalam konteks Pembangunan

Provinsi Seluruh Indonesia
(APPSI)

Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh
Indonesia (APKASI)
Asosiasi DPRD Kabupaten
Seluruh Indonesia
(ADKASI)

b. Pelaksanaan keuangan
negara; dan/atau
c. Kebijakan pemerintah.

Rapat Dengar Pendapat dan
Rapat Dengar Pendapat
Umum Komisi || DPR R
dengan Dirjen OTDA
Kementerian Dalam Negeri,
Asosiasi Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia (APPSI),
Asosiasi Pemerintah

daerah harus sejalan dengan visi misi dari Presiden terpilih.

b. Partai Politik akan keberatan untuk mengikuti keputusan MA
terkait perhitungan untuk kuota calon Perempuan karena
waktu yang sangat pendek untuk merubah komposisi dari
DCS ke DCT.

c. Anggaran Pilkada harus benar-benar menjadi prioritas untuk
dialokasikan dalam APBD di masing-masing daerah.

d. Pemilihan Serentak itu harus dimaknai juga dengan
pelantikan serentak.
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RI

c. Kebijakan pemerintah.

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Kabupaten Seluruh Indonesia | 2. Komisi Il DPR RI telah mendengarkan masukan dari
(APKASI), dan Asosiasi DPRD Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Provinsi
Kabupaten Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten
ﬁfﬁfﬁ;ﬁ:ggpaeﬁ;gsgga Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten
pelaksanaan Pilkada serentak Seluruh Indonesia (ADKASI). Selanjutnya al.<an dibahas pada
tahun 2024, hari Selasa, 19 Rapat Intern dan/atau Rapat dengan Pemerintah.
September 2023.
3. | Koordinator Badan Pekerja a. Pelaksanaan undang- Komisi Il DPR RI telah mendengarkan masukan dari ICW, Kontras,
Indonesia Corruption Watch undang; LBH Jakarta, dan Themis untuk selanjutnya akan dibahas pada
b. Pelaksanaan keuangan Rapat Intern dan/atau Rapat dengan Pemerintah.
negara; dan/atau
c. Kebijakan pemerintah.
Rapat Dengar Pendapat Umum
Komisi Il DPR RI dengan
Koordinator Badan Pekerja
Indonesia Corruption Watch,
dengan agenda terkait
permasalahan aturan
pelaksanaan dan mekanisme
transisi kepemimpinan Kepala
Daerah, Jelang Pelaksanaan
Pemilu Serentak Tahun 2024,
hari Selasa, 19 September
2023.
4. | o« KPURI a. Pelaksanaan undang- Komisi Il DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri
e BawasluRI undang; (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU
e DKPPRI b. Pelaksanaan keuangan Rl), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
o Kementerian Dalam Negeri negara; dan/atau
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Bogor

undang;

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
(BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Rapat Dengar Pendapat Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:
Komisi Il DPR Rl dengan 1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:
ﬁgtﬂ: gigl’:’Agggollt)?rjzﬁvafl’il’:ijl’( a. Rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan
dan Pemerin’tahan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Kementerian Dalam Negeri RI, b. Rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan
dengan agenda konsultasi Suara Dalam Pemilihan Umum.
terkait Rancangan PKPU, c. Rancangan PKPU tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Rancangan Perbawaslu, dan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye
Rancangan Peraturan DKPP, Pemilihan Umum.
hari Rabu, 20 September 2. Rancangan Peraturan Badan P Pemilihan U
2023, gan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
sebagai berikut:
a. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pengadaan
Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara,
Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan
Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
b. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye
Pemilihan Umum.
3. Rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:
a. Rancangan Peraturan DKPP RI tentang Tenaga Ahli DKPP.
b. Rancangan Peraturan DKPP Rl tentang Tata Naskah Dinas.
Dengan catatan agar KPU RI, Bawaslu RI memperhatikan saran
dan masukan dari Anggota Komisi Il DPR RI dan Kementerian
Dalam Negeri.
5. | e« Pemerintah Kabupaten a. Pelaksanaan undang- Dalam rangka pelayanan Publik.
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o DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara

¢ Badan Perguruan Sekolah
Menengah Kristen Jawa
Barat

e PT. JUI SHIN INDONESIA

undang;

b. Pelaksanaan keuangan
negara; dan/atau

c. Kebijakan pemerintah.

Rapat Dengar Pendapat
Umum Komisi || DPR RI
dengan Pimpinan DPRD Kota
Bontang, Pimpinan DPRD

a. Tanggapan kepada DPRD Bontang, keluh kesah yang
disampaikan oleh bapak sudah sering saya sampaikan di
Komisi [| DPR RI. Kami di Komisi || DPR RI semuanya
kompak bahwa DPRD se Indonesia adalah mitra kami yang
harus kami layani. Semua aspirrasi dari DPRD Bontang
sudah sering kami sampaikan ke Badan Legislasi untuk
diadakan perevisian.

b. Kami semua selalu menerima masalah dari masyarakat
seluruh indonesia. Kita harus berbangga hati bahwa

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
o Pemerintah Kabupaten b. Pelaksanaan keuangan
Cianjur negara; dan/atau
e IPDN Bandung c. Kebijakan pemerintah.
Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi || DPR Rl tanggal 21 -
23 September 2023 ke
Kabupaten Bogor, Kabupaten
Cianjur, dan IPDN Bandung.
6. | o Kanwil BPN Jawa Tengah | a. Pelaksanaan undang- Terkait evaluasi program prioritas pertanahan, permasalahan di
o Kanwil BPN Kepulauan undang; Pulau Rempang, dan permasalahan di Karimun Jawa.
Riau b. Pelaksanaan keuangan
o Kanwil BPN Banten negara; dan/atau
c. Kebijakan pemerintah.
Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi [| DPR Rl tanggal 29
September — 1 Oktober 2023
ke Kanwil BPN Jawa Tengah,
Kanwil BPN Kepulauan Riau,
dan Kanwil BPN Banten.
7. | « DPRD Kota Bontang a. Pelaksanaan undang- 1. Tanggapan Anggota Komisi Il DPR R, sebagai berikut:
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kabupaten Kutai Kartanegara,
Pimpinan Badan Perguruan
Sekolah Menengah Kristen
Jawa Barat, dan Direktur
Utama PT. JUI SHIN
INDONESIA, dengan agenda
penyampaian aspirasi terkait
hak dan wewenang DPRD
Kabupaten/Kota pasca lahirnya
UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemda, Pengelolaan
asset daerah dan masukan
terhadap Revisi UU IKN,
Penyelesaian asset yang
belum selesai oleh
Kementerian ATR, dan
Pengaduan terjadinya paraktek
mafia tanah atas pernerbitan
sertipikat HGB atas nama PT.
Kawasan Industri Mabar, hari
Senin, 2 Oktober 2023.

Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara. Dampak yang
akan terjadi di masa depan sangatlah positif. Dan sangat
berpengaruh secara jangka panjang. Namun kami akan
perdalam lagi masukannya. Yang menjadi perhatian kami
adalah tentang aset yang bersifat produktif dan ekonomis.
Namun dari semua yang terjadi, IKN akan memberikan
pembangunan.

c. Kami sangat berterimakasih kepada pimpinan DPRD Kukar

dan Bontang yang sudah datang menyampaikan
aspirasinya. Kita perlu satukan pemahaman bahwa negara
kita adalah Negara Bangsa. Sangat berbeda dengan
negara federal. Karena konstitusi kita mengatur untuk
dilakukannya desentralisasi. Jadi di negara kita tidak
mengenal adanya negara di dalam negara. Sehingga dalam
menyusun kebijakan kami tidak keliru. Yang mau saya
sampaikan adalah, kami ingin mendapat masukan tentang
revisi UU ini dalam konsep NKRI bukan Negara Federal.

. Komisi Il DPR RI telah mendengarkan masukan dari Pimpinan

DPRD Kota Bontang, Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara, Pimpinan Badan Perguruan Sekolah Menengah
Kristen Jawa Barat, dan Direktur Utama PT. JUI SHIN
INDONESIA. Selanjutnya akan dibahas pada Rapat Intern
dan/atau Rapat dengan Pemerintah.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

Rancangan Peraturan DPR RI
tentang Pembentukan Tim
Pengawas Pemberantasan

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Penyusunan Komisi Ill DPR RI masih menunggu draf RUU RUU Usul Inisiatif
RUU tentang PENYADAPAN tentang Penyadapan dari Tim Badan Keahlian DPR | Komisi |l DPR RI.
Rl berdasarkan hasil rapat tanggal 22 Mei 2023.
2. | Penyusunan Tim Badan Keahlian DPR Rl masih memperbaiki Amanat Pasal 43J UU Nomor

Rancangan Peraturan DPR Rl tentang TPPT
berdasarkan masukan Komisi Il tanggal 31 Januari
2023.

5 Tahun 2018 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti

RUU tentang PERUBAHAN KEDUA
ATAS UU NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA
(selanjutnya disebut dengan

Terorisme (TPPT) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.
3. | Pembahasan Komisi Ill masih menunggu kesiapan Pemerintah
RUU tentang HUKUM ACARA dalam melakukan Pembahasan RUU tentang Haper.
PERDATA
(selanjutnya disebut dengan
RUU tentang HAPER)
4. | Pembahasan Pada tanggal 10 Juli 2023 Tim Pemerintah telah

menyerahkan draf RUU tentang Narkotika yang
sudah di revisi. Akan tetapi Pemerintah menarik
kembali draf RUU tersebut untuk direvisi kembali.
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

RUU tentang NARKOTIKA)

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi lll
DPR Rl tanggal 21 Agustus 2023, bahwa Komisi IlI
masih menunggu draf RUU dari Pemerintah yang
selanjutnya draf RUU tersebut akan disampaikan
kepada masing-masing fraksi untuk dipelajari.

Kunjungan Kerja
Legislasi ke Negara
Prancis tanggal 11 sd
17 September 2023.

Kunjungan kerja ke Negara Prancis dalam rangka
mencari masukan terkait dengan substansi RUU
tentang Perubahan UU Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, terutama mengenai kebijakan
Anti-Narkotika di Prancis dan implementasinya di
lapangan. Data ini akan menjadi masukan berharga
dalam pembahasan arah kebijakan pencegahan dan
pemberantasan Narkotika nantinya.

Tim Kunker Komisi Ill DPR RI melakukan pertemuan

dengan :

1. Kedutaan Besar RI di Paris, Prancis;

2. Kepolisian Prancis (DGPN-OFAST);

3. Kejaksaan Agung (The Attorney General);

4. Office of the Narcotics Control Board atau
Mission Interministerielle de Lutte Contre les

Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA).

Pembahasan

RUU tentang PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UU NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
(selanjutnya disebut dengan

Sesuai dengan Keputusan Rapat Panja tanggal 4
September 2023 bahwa pembahasan mengenai
Materi Substansi dalam draf Ketentuan Peralihan
dan Ketentuan Penutup RUU tentang Mahkamah
Konstitusi akan dilanjutkan pada Masa Persidangan
Il Tahun Sidang 2023-2024 yang akan datang.
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
RUU tentang MAHKAMAH
KONSTITUSI)
. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. Kepolisian Daerah
Kejaksaan Tinggi
Kanwil Kemenkumham
BNN Provinsi

Pengadilan Tinggi

ARl

Transformasi Sistem Peradilan
dan Penegakan Hukum 2019-
2024 : Perwujudan Modernisasi
sistem hukum yang berintegritas,
berkeadilan, berkepastian hukum
dan bermanfaat bagi
masyarakat.

Sesuai Keputusan Rapat Intern tanggal 21
Agustus 2023, bahwa Komisi Ill DPR Rl akan
membuat Laporan Kinerja Masa Keanggotaan
Tahun 2019-2024. Untuk itu Komisi Ill DPR RI
meminta masukan dari mitra kerja di daerah
terkait dengan Evaluasi kinerja, target, hasil, dan
kendala dalam sistem penegakan hukum, dan
Hasil dari evaluasi akan menjadi catatan akhir
periode ini dan menjadi panduan dalam
pengambilan kebijakan ke depan.

Daerah yang dikunjungi dan waktu pelaksanaan:

1. Tanggal 15 sd 17 September 2023, ke
Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi
Sulawesi Tenggara.

2. Tanggal 21 sd 23 September 2023, ke
Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi
Kalimantan Selatan.

3. Tanggal 28 sd 30 September 2023, ke
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku,
Provinsi Maluku Utara.
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D. TUGAS KHUSUS

Hakim Konstitusi Dr.
Wahiduddin Adams,
S.H., M.A.

Tanggal 28 Agustus
2023.

perekrutan Calon Hakim Konstitusi pengganti Dr.
Wahiduddin Adams yang akan memasuki usia 70 tahun
pada tanggal 17 Januari 2024, maka DPR RI sudah harus
mengajukan pengganti Hakim Konstitusi kepada Presiden
paling lama 5 Oktober 2023 (Maksimal 30 hari kerja)

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern tersebut, bahwa
Komisi Ill DPR RI melaksanakan perekrutan Calon Hakim
Konstitusi melalui beberapa tahapan, yaitu:
a. Tanggal 30 Agustus s.d. 6 September 2023
Tahap publikasi/pengumuman membuka lowongan
kepada masyarakat yang berminat dan memenuhi
persyaratan untuk mengikuti perekrutan Calon Hakim
Konstitusi, di surat kabar Kompas, Media Indonesia dan
Rakyat Merdeka.
b. Tanggal 11 sd 14 September 2023
Tahap Penseleksian/pemeriksaan dokumen administrasi
bagi Calon Hakim Konstitusi.
c. Tanggal 16 sd 17 September 2023
Mengumumkan Calon Hakim Konstitusi yang lulus
seleksi administrasi.
> Berdasarkan persyaratan yang ditentukan Pasal 15
UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, dan sesuai dengan Keputusan Pimpinan
Komisi |ll DPR Rl ada 8 (delapan) orang Calon Hakim

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Calon Hakim Rapat Intern Komisi Ill DPR RI melakukan Rapat Intern tanggal 28 . Berdasarkan Surat Ketua
Konstitusi Pengganti Komisi |l DPR RI Agustus 2023, guna membahas mekanisme dan tahapan Mahkamah Konstitusi Nomor

2965/KP.07.00/07/2023 tanggal
09 Juli 2023, perihal
Pemberitahuan Berakhirnya
Masa Jabatan Hakim Konstitusi
atas nama Dr. Wahiduddin
Adams, S.H., M.A. yang
dibacakan dalam Rapat Bamus
tanggal 24 September 2023 dan
Bamus memutuskan bahwa
Komisi Il DPR Rl mendapatkan
penugasan untuk melakukan uji
kelayakan (fit and proper test)
Calon Hakim Konstitusi sebagai
pengganti Sdr. Dr. Wahiduddin
Adams.

. Sesuai dengan :

> Pasal 26 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi
disebutkan bahwa
Mahkamah Konstitusi
memberitahukan kepada
lembaga yang berwenang
(MA, Presiden dan DPR)
mengenai hakim konstitusi
yang akan diberhentikan
dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan
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NO PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Konstitusi yang lulus seleksi administrasi, yaitu
(nomor urut sesuai abjad) :

1. Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.
Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.Hum.

Dr. Firdaus Dewilmar, S.H., M.Hum., CGCAE
Dr. Haridi Hasan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H.,
M.Hum.

8. Dr. Hj. Reny Halida llham Malik, S.H., M.H.

Nookowd

. Tanggal 19 September 2023

Calon Hakim Konstitusi yang lulus seleksi administrasi
melakukan pengambilan nomor urut uji kelayakan dan
pembuatan makalah, serta memperlihat berkas asli
kepada Komisi Ill DPR RI.

» Pada saat pelaksanaan Pengambilan Nomor Urut
dan Pembuatan Makalah, salah satu Calon Hakim
Konstitusi tidak hadir mengikuti kegiatan tersebut,
yaitu Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, S.H.,
M.Hum, sehingga beliau dinyatakan gugur sebagai
Calon Hakim Konstitusi

. Tanggal 25 s.d. 26 September 2023

Komisi Ill DPR RI melakukan uiji kelayakan bagi 7 (tujuh)
orang Calon Hakim Konstitusi yang memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisi Ill DPR R
dan UU Mahkamah Konstitusi.

. Tanggal 26 September 2023, pukul 17.00 wib

Setelah uji kelayakan Calon selesai dilaksanakan,
Komisi Il DPR RI melaksanakan Rapat Pleno guna

sebelum memasuki usia 70
tahun.

» Pasal 26 ayat (3) UU

Mahkamah Konstitusi
menyebutkan bahwa
Lembaga yang berwenang
yaitu DPR mengajukan
pengganti hakim konstitusi
kepada Presiden dalam
jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak
menerima pemberitahuan
Mahkamah Konstitusi.
Pemberitahuan dimaksud
dapat dimaknai pada saat
surat dibacakan di Sidang
Paripurna DPR Rl atau pada
saat penugasan Bamus
kepada Komisi Ill DPR RI.
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NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

menetapkan dan memilih Calon Hakim Konstitusi Tahun
2024 dari unsur lembaga DPR RI.

Keputusan Rapat Pleno :

» Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.

> Komisi lll DPR RI menetapkan dan memilih Sdr. Dr.
H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr. M. sebagai Calon
Hakim Konstitusi dari Unsur Lembaga DPR RI.

Komisi Il melaporkan hasil uji kelayakan Calon Hakim
Konstitusi pada Rapat Paripurna tanggal 3 Oktober 2023.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1. | RUU tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya

Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai
Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)
dengan Pemerintah dan DPD RI.

19-21 September 2023.

Membahas DIM RUU tentang
KSDAHE.

Pembahasan Tk.
| RUU.

2. | RUU tentang Konservasi Sumber

Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai

Membahas DIM RUU tentang

Pembahasan Tk.

Daya Alam Hayati dan Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber KSDAHE. | RUU.
Ekosistemnya Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)
dengan Pemerintah dan DPD RI.
25 September 2023.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Kunjungan Kerja Spesifik Komisi . Meninjau lokasi pelaksanaan
b. Pemerintah Kabupaten Batubara; IV DPR RI Masa Sidang | Tahun Peremajaan Sawit rakyat (PSR)
c. Kementerian Pertanian; Sidang 2023-2024 ke Provinsi Gapoktan Tani Mandiri di Desa Laut
d. Badan Pangan Nasional; Sumatera Utara tanggal 15-17 Tador Kabupaten Batu Bara;
e. Perum Bulog; September 2023.
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NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
f. BPDPKS; 2. Diskusi mengenai Pembangunan
g. PT Pupuk Indonesia; Sektor Pertanian dan Perkebunan di
h. ID Food; dan Kabupaten Batubara;
i. Pihak Kemitraan Program PSR. 3. Meninjau dan diskusi di kawasan
pengembangan cabai di Desa
Lubuk Cuik Kabupaten Batubara.
2. | a. Pemerintah Provinsi Banten; Kunjungan Kerja Spesifik Komisi Meninjau sarana prasarana dan diskusi
b. Pemerintah Kabupaten Pandeglang; IV DPR RI Masa Sidang | Tahun terkait penegakan hukum serta
c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; | Sidang 2023-2024 ke Provinsi konservasi habitat dan spesies Badak
dan Banten tanggal 15-17 September | Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
d. Yayasan Badak Indonesia. 2023.
3. |a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 1. Meninjau dan pertemuan di Balai
b. Pemerintah Kabupaten Sukabumi; IV DPR RI Masa Sidang | Tahun Besar Budi Daya lkan Air Tawar di
c. Kementerian Kelautan dan Perikanan; Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sukabumi UPT KKP, sekaligus
d. Kementerian Pertanian; Jawa Barat tanggal 15-17 panen ikan nila sistem Bioflok;
e. ID Food; dan September 2023. 2. Meninjau dan pertemuan di Gudang
f.  PT Pupuk Indonesia Manggis PT Sinar Harapan Bersatu
Kabupaten Sukabumi.
4. | Asosiasi Perunggasan Rapat Dengar Pendapat Umum Masukan peternak unggas mengenai
tanggal 18 September 2023. upaya peningkatan produksi unggas.
5. | Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Audiensi tanggal 18 September Mengenai upaya penghormatan,

2023.

perlindungan, dan pemenuhan hak
masyarakat adat, hak atas tanah dan
hutan adat, serta concerned isu
permasalahan pengelolaan dan
pemanfaatan hasil hutan dan lahan di
wilayah adat.
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NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
6. | a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Kunjungan Kerja Spesifik Komisi . Peninjauan dan diskusi terkait
b. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; IV DPR RI Masa Sidang | Tahun upaya Pemerintah dan BUMN
c. Pemerintah Kota Malang; Sidang 2023-2024 ke Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan
d. Pemerintah Kabupaten Probolinggo; Jawa Timur tanggal 27-29 dan Harga Pangan di Provinsi Jawa
e. Kementerian Pertanian; September 2023. Timur di Perum BULOG Kancab
f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Surabaya Utara Kabupaten
g. Badan Pangan Nasional; Sidoarjo.
h. Perum Bulog; . Diskusi mengenai Dampak
i. ID Food, Kerusakan Ekosistem pasca
j. PT Pupuk Indonesia; Kebakaran Hutan di TN Bromo
k. Perum Perhutani. Tengger Semeru di Kantor Balai
Besar Taman Nasional Bromo
Tengger Semeru Kota Malang.
7. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Kunjungan Kerja Spesifik Komisi Peninjauan dan diskusi di Unit

AT T S@ o o0 o

Pemerintah Kabupaten Kudus;

Kementerian Pertanian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Kementerian Kelautan dan Perikanan.;

Badan Pangan Nasional;

Perum Bulog;

PT Pupuk Indonesia;

ID Food,

Pokhlahsar Ikan Asap di Wonosari;

. Perkumpulan Petani Pemakai Air;

Pengurus Bank Sampah Muria Berseri.

IV DPR RI Masa Sidang | Tahun
Sidang 2023-2024 ke Provinsi
Jawa Tengah tanggal 26-28
September 2023.

Pengolahan lkan Asap di Wonosari,
Demak;

Peninjauan dan dialog dengan
petani di kawasan budi daya
tanaman padi terkait dampak el-
nino (kekeringan);

Kunjungan di bank sampah Muria
Berseri dan diskusi mengenai
kegiatan pengelolaan sampah
melalui Bank Sampah di Perumahan
Muria Indah Desa Gondang Manis;
Peninjauan Gudang Bulog
Kaliwungu Kab. Kudus, terkait
ketersediaan pangan.
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NO PIHAK/WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
8. | a. Pemerintah Provinsi DIY; Kunjungan Kerja Spesifik Komisi . Peninjauan dan diskusi di Kantor

b. Pemerintah Kabupaten Sleman; IV DPR RI Masa Sidang | Tahun Pengendalian Mutu dan Keamanan

c. Kementerian Kelautan dan Perikanan; Sidang 2023-2024 ke Provinsi DIY Hasil Perikanan Yogyakarta, dalam

d. Kementerian Pertanian; tanggal 27-29 September 2023 rangka mewujudkan jaminan mutu

e. Badan Pangan Nasional; . dan keamanan pangan bagi

f. Perum Bulog; dan masyarakat dari produk hasil

g. ID Food. perikanan yang bebas dari bahan

tambahan pangan berbahaya;

. Peninjauan dan diskusi di Gudang

BULOG terkait stabilisasi harga dan
penyaluran beras untuk kelompok
masyarakat miskin.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Ikatan Arsitek Indonesia dan Dewan | RDPU dilaksanakan pada Membahas permasalahan terkait profesi arsitek
Arsitek Indonesia tanggal 19 September 2023. di Indonesia.
2. | Kementerian Perhubungan Kunsfik dilaksanakan pada Kunjungan Kerja ke :
e Ditjen Hubla tanggal 26 s.d. 28 September 1. Provinsi Sumatera Utara dalam rangka
o Ditjen Darat 2023. meninjau Terminal Amplas, Kota Medan.
e PT. Pelindo 2. Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka
meninjau Pelabuhan Trisakti, Kota
Banjarmasin
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. RUU tentang Rapat Intern Panja Penyusunan NA | Finalisasi draft RUU tentang Pelindungan Konsumen,
PERLINDUNGAN dan RUU tentang Perlindungan
KONSUMEN Konsumen pada Kamis s.d Jumat
21 s.d 22 September 2023.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | 1. PT Hutama Karya (Persero) | a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan Usulan PMN Defnitif Tahun
2. PT Wijaya Karya (Persero) b. Pelaksanaan keuangan negara; 2024 berdasarkan Nota Keuangan RAPBN
3. PT Bahana Pembinaan c. Kebijakan pemerintah. TA 2024 dan Rapat dengan Badan
Usaha Indonesia (Persero) Anggaran DPRRI.
Selasa, 19 September 2023, pukul 10.00 WIB.
2. | 1. PT. Pelayaran Nasional a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan Usulan PMN Tahun 2024
Indonesia (Persero)/PELNI | b. Pelaksanaan keuangan negara; yang berasal dari Cadangan Investasi.
2. PT. Industri Kereta Api c. Kebijakan pemerintah.
Indonesia (Persero)/INKA
3. PT. Kereta Api Indonesia Selasa, 19 September 2023, pukul 14.00 WIB.
(Persero)/KAI
3. | 1. PT. Perusahaan Listrik a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan Usulan PMN Tahun 2024
Negara (Persero)/PLN. b. Pelaksanaan keuangan negara; yang berasal dari Cadangan Investasi.
c. Kebijakan pemerintah.
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. PT. Rajawali Nusantara Rabu, 20 September 2023, pukul 11.00 WIB.
Indonesia (Persero)/ID
FOOD
3. PT. Reasuransi Indonesia
Utama (Persero)/INDONESIA
RE.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | PT. Pelayaran Nasional Indonesia a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan Usulan PMN Tahun
(Persero)/PELNI b. Pelaksanaan keuangan negara; 2024 yang berasal dari Cadangan
c. Kebijakan pemerintah/ Investasi.
Selasa, 19 September 2023, pukul 14.00
WIB.
2. | PT. Perusahaan Listrik Negara a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan Usulan PMN Tahun
(Persero)/PLN. b. Pelaksanaan keuangan negara; 2024 yang berasal dari Cadangan
c. Kebijakan pemerintah. Investasi.
Rabu, 20 September 2023, pukul 11.00
WIB.
3. | 1. PT Pertamina (Persero) a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan mengenai hutang
2. PT Pupuk Indonesia (Persero) b. Pelaksanaan keuangan negara; pemerintah kepada BUMN.
3. PT Adhi Karya (Persero) Tbk c. Kebijakan pemerintah.
4. PT Brantas Abipraya (Persero)
5. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Rabu, 20 September 2023, pukul 14.00
6. PT Pembangunan Perumahan WIB.
(Persero) Tbk.
7. PT Jasa Marga (Persero) Thk.
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Direktur Utama PT Pelindo (Persero)

Direktur Utama PT. Pertamina
(Persero)

Direktur Utama PT. Pertamina Patra
Niaga

Direktur Utama PT. Perusahaan Gas
Negara Thk

Direktur Utama PT. Pertamina
International Shipping

b. Pelaksanaan keuangan negara;
Kebijakan pemerintah.

Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR R,
tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023.

Maritime Tourim
Hubungan/Pelabuhan Benoa serta
Ketahanan Energi di Kabupaten
Badung Provinsi Bali.

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
8. PT Nindya Karya (Persero).
9. PT Pelayaran Nasional Indonesia
(Persero)/PELNI
4. | 1. PT Pertamina Hulu Energi a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan Mengenai Kinerja
2. PT Kilang Pertamina Internasional b. Pelaksanaan keuangan negara; Korporasi Sub Holding Pertamina.
3. PT Pertamina Patra Niaga c. Kebijakan pemerintah.
4. PT Pertamina Power Indonesia
5. PT Pertamina Gas Negara Selasa, 26 September 2023, pukul 14.00
6. PT Pertamina Internasional Shipping | WIB.

5. | 1. Menteri Investasi BKPM RI d. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan terkait tindak lanjut
Badan Pengusahaan Kawasan e. Pelaksanaan keuangan negara; permasalahan lahan di Pulau
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan f. Kebijakan pemerintah. Rempang, Batam, Kepulauan Riau
Bebas Batam (BP Batam) dan lain-lain.

Senin, 2 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB.
6. |1. PT Pertamina (Persero) a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan mengenai sinergitas
PT PLN (Persero) b. Pelaksanaan keuangan negara; antar BUMN di sektor energi terkait
c. Kebijakan pemerintah. transisi energi ke listrik.
Senin, 2 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.
7. | 1. Eselon | Kementerian BUMN a. Pelaksanaan undang-undang; Dalam rangka pengembangan Bali
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Direktur Utama PT. Pertamina Hulu
Energi
Direktur Utama PT. Perusahaan
Listrik Negara (Persero)
8. . Eselon | Kementerian BUMN a. Pelaksanaan undang-undang; Dalam rangka Peninjauan Kawasan
_ Direktur Utama PT. Aviasi Pariwisata b. Eelskssnaan keqa?gﬁn negara; Ekonomi Khusus (KEK) Sanur terkait
Indonesia (Persero)/Injourney ¢. Rebljakan pemerintan. dengan progress perkembangan
. ) pembangunan kawasan pariwisata
. Direktur Utama PT. Nindya Karya Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPRRI, | 4an kesehatan di Bali.
(Persero) tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023.
. Direktur Utama PT. Pembangunan
Perumahan (Persero) Thk.
5. Direktur Utama PT. Pertamina
Bina Medika Indonesia/Pertamedika
IHC.
9. . Eselon | Kementerian Koperasi dan a. Pelaksanaan undang-undang; Dalam rangka dukungan Pelaku

UKMRI

. Eselon | Kementerian Perdagangan

RI

. Eselon | Badan Standardisasi

Nasional

. Direktur Utama PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Thk

. Direktur Utama PT. Bank Negara

Indonesia (Persero) Thk

. Direktur Utama PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk

b. Pelaksanaan keuangan negara;
c. Kebijakan pemerintah.

Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR R,
tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023.

UMKM Pariwisata dan Penyaluran
Kredit Usaha Rakyat (KUR) di
Provinsi Bali.
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

7. Direktur Utama PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Thk

8. Direktur Utama PT. Pegadaian
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI Vi

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang ENERGI BARU Rapat Panja RUU EBET Agenda:
DAN ENERGI TERBARUKAN dilaksanakan tanggal 18-19 Lanjutan pembahasan RUU EBET.
September 2023, Pukul 10.00-
selesai.

Hasil Pembahasan:

Pembahasan DIM sampai DIM No 361, DIM yang
belum dibahas berjumlah 213 DIM.

2. Rapat Panja RUU EBET. Agenda: Ditunda
Lanjutan pembahasan RUU EBET.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. PT Merdeka Copper Gold di a. Pelaksanaan undang- a. Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI
Banyuwangi; undang; DPR Rl ke PT Bumi Suksesindo (PT BSI)
b. TBBM Manggis PT Pertamina b. Pelaksanaan keuangan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
(Persero) di Karangasem, Prov negara; adalah:
Bali; . . a) Mendapatkan penjelasan dan melihat
c. PLTDGU Pesanggaran PT . Kebijakan Pemerintah. secara langsung kegiatan operasional

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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dilaksanakan pada tanggal
21-23 September 2023.

diantaranya: proyek tembaga tujuh bukit,
proyek ekspansi gunung salakan dll;

b) Masalah TKDN dan Pemanfaatan tenaga
kerja lokal;

c) Mendapatkan penjelasan terkait kontribusi
PT BSI berupa Pajak dan PNBP serta
kegiatan Bina Lingkungan dan realisasi
CSR (jenis kegiatan dan besarannya)
(disampaikan data 5 tahun terakhir), dan
sejauh mana program CSR tersebut
mampu mendorong tumbuhnya
kemandirian ekonomi masyarakat yang ada
di sekitar wilayah operasi PT BSI;

d) Mendapatkan penjelasan terkait komitmen
PT BSI terhadap transisi energi dan target
penurunan emisi karbon;

e) Penjelasan terkait kegiatan reklamasi dan
pascatambang termasuk masalah Dana
Jaminan reklamasi dan realisasinya;

f) Kendala-kendala yang dihadapi dan
dukungan kebijakan yang diharapkan
terutama yang berkaitan dengan sector
pertambangan.

b. Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI
DPR Rl ke TBBM Manggis PT Pertamina
(Persero) di Kabupaten Karangasem dan BDI
Denpasar di Provinsi Bali dalam rangka

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Indonesia Power Di Denpasar pertambangan dan pengolahannya hingga
Bali. Kunjungan Kerja Spesfik menjadi emas dan perak. Termasuk
Komisi VIl DPR R rencana pengembangan kedepan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

melaksanakan fungsi pengawasan dalam
menyerap aspirasi dan melihat secara langsung
perkembangan di daerah, khususnya terkait
ketersediaan dan distribusi BBM untuk berbagai
industri di Provinsi Bali termasuk yang
bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat yang
berhak serta untuk mendapatkan informasi
terkait kesiapan BDI Denpasar dalam
menjalankan program Diklat 3 in 1.

. Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR Rl ke

PLTDG Pesanggaran PT Indonesia Power di
Provinsi Bali adalah memperoleh informasi yang
terkait dengan kondisi sektor ketenagalistrikan
serta keandalan pasokan energi bersih bagi
Masyarakat.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VIl

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Rancangan Undang- Pembahasan Daftar Inventarisasi 1. Membahas aturan mengenai 1.000 HPK (hari pertama
undang tentang Masalah (DIM) RUU tentang KIA. kelahiran) yang penting untuk diperhatikan karena menjadi
Kesejahteraan Ibu dan hak bagi setiap anak yang baru melahirkan.
Anak 2. Membahas hak-hak perempuan untuk mendapatkan
layanan dari Pemerintah seperti pemasangan alat
kontrasepsi, layanan ibu hamil, melahirkan, menyusui
sampai cuti.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Kementerian Agama Rl dan
Badan Pengelola Keuangan
Haji

Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 1444 H/2023 M.

Komisi VIl DPR Rl telah mendengarkan Laporan
Keuangan Penyelenggan Ibadah Haji Tahun 1444
H/2023 M dengan saldo awal sebesar Rp
19.636.117.347.484,- (Sembilan belas triliun enam ratus
tiga puluh enam miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus
empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat
rupiah) dan realisasi sebesar Rp 18.684.102.715.834,-
(Delapan belas triliun enam ratus delapan puluh empat
miliar seratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu delapan
ratus tiga puluh empat rupiah).

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Komisi VIII DPR Rl meminta Menteri Agama RI untuk
menyelesaikan kewajiban pembayaran kegiatan yang
belum dilaksanakan dalam penyelenggaraan ibadah haji
tahun 1444 H/2023 M. Selanjutnya Komisi VIl DPR RI
meminta Menteri Agama Rl dan Kepala BPKH untuk
menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M
secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan

persetujuan dari Komisi VIl DPR Rl sebelum 30 Oktober

2023.

3. Komisi VIl DPR RI meminta data kuota jamaah haji
yang terdaftar di bawah 5 tahun yang diberangkatkan
tidak berdasarkan waiting list pada tahun 1444 H/2023
M, baik kuota reguler maupun tambahan.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kementerian Agama

Evaluasi Penyelenggaraan

Ibadah Haji Tahun 1444 H/ 2023

M

1. Komisi VIl DPR RI dan Kementerian Agama Rl akan
membentuk Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) Tahun 1445 H/2024 M paling lambat akhir
September 2023.

2. Komisi VIII DPR RI menyampaikan agar Kementerian
Agama RI menindaklanjuti pandangan dan pendapat
Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai
berikut:

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

. Memastikan calon jemaah haji lansia benar-benar

mendapat pelayanan dengan dukungan infrastruktur
dan sarana-prasarana haji yang ramah lansia.

. Perlu dikaji secara mendalam konsep istitha’ah

kesehatan dengan cara melakukan tes kesehatan
(screening) melalui Kementerian Kesehatan Rl
sebelum melakukan setoran pelunasan.

. Memastikan kontrak yang detail, rinci dan jelas dalam

melakukan kerja sama dengan pihak pemberi
layanan untuk dijadikan pedoman bersama guna
memberikan pelayanan dan perlindungan kepada
jemaah haji.

. Perlu upaya diplomasi dengan pihak Kerajaan Arab

Saudi terkait dengan haji non-kuota agar tidak
melanggar hak-hak jemaah haji kuota.

. Meningkatkan layanan konsumsi menu sarapan atau

makan pagi lebih variatif dan tetap mengupayakan
layanan konsumsi kepada jemaah baik sebelum
maupun setelah Puncak Haj.

. Meningkatkan layanan transportasi untuk bus

sholawat, transportasi antar-kota, dan transportasi
masyair (Armuzna).

. Perlu adanya skema kedaruratan dalam pelaksanaan

Puncak Haiji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina
(Armuzna).
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

h. Dalam hal jika ada kuota tambahan, meminta
Pemerintah melakukan kesepakatan MoU untuk
memisahkan kuota haji reguler dan khusus.

i. Meningkatkan porsi kuota penerbangan untuk
maskapai penerbangan dalam negeri.

j-  Mengkaji masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi
yang lebih singkat.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat Himpunan Kader Penyuluh
Indonesia (HIKAPINDO)

Senin, 18 September 2023.

Audiensi terkait dengan:
- Kesejahteraan kader;
- Rehabilitasi rumah kader;
- Koperasi kader;
- Peran kader penyuluh dalam
penurunan angka stunting di
Indonesia.

Komisi IX DPR Rl mengapresiasi dan menerima
masukan dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (HIKAPINDO),
masukan tersebut akan menjadi Bahan Komisi IX
DPR RI pada saat melaksanakan Rapat Kerja dan
Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja terkait.

Masyarakat Kementerian
Kesehatan R,

2. | Anggota Panja Komisi IXDPRRI | Rabu, 20 September 2023. Rapat Internal Panja Komisi IX DPR RI mengenai
tentang Pengawasan terhadap Pengawasan Terhadap Percepatan Penurunan
Percepatan Penurunan Stunting | Penyusunan Program Kerja Panja Stunting menyepakati Program Kerja Panja Komisi IX

Komisi IX DPR Rl mengenai DPR RI mengenai Pengawasan Terhadap
Pengawasan Terhadap Percepatan Percepatan Penurunan Stunting.
Penurunan Stunting (Rapat Tertutup)

3. | 1. Direktur Jenderal Kesehatan | Selasa, 26 September 2023. Rapat diskors, dilanjutkan pada hari Rabu, 27

September 2023.
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Direktur Jenderal
Kefarmasian Dan Alat
Kesehatan Kementerian
Kesehatan R,

Kepala Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
(BKPK) Kementerian
Kesehatan RI,

Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN),

Dewan Pengawas BPJS
Kesehatan

Direktur Utama BPJS
Kesehatan

1.

Penjelasan terkait langkah
strategis peningkatan pelayanan
kesehatan JKN, termasuk:
a. Penguatan program promotif,
preventif dalam Program JKN;
b. Update revisi Formularium
Nasional dan Penilaian
Teknologi Kesehatan;
c. Peningkatan kualitas Program
Rujuk Balik.
Penyampaian hasil pengawasan,
monitoring, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Sistem Jaminan
Sosial Nasional Tahun 2022
sesuai dengan tugas, fungsi, dan
wewenang DJSN dan Dewan
Pengawas BPJS Kesehatan; dan
Penjelasan arah kebijakan
investasi dana jaminan sosial
nasional.

Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial Dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian
Ketenagakerjaan Rl

Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN),

Dewan Pengawas BPJS
Ketenagakerjaan,

Selasa, 26 September 2023.

1.

Penjelasan terkait Peta Jalan
Jaminan Sosial Tahun 2023-2024
berdasar Perpres Nomor 36
Tahun 2023;

Hasil evaluasi atas capaian dan
target kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan Tahun 2022
serta inovasi ke depan;

1.

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan RI, Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), dan Direksi BPJS
Ketenagakerjaan meningkatkan koordinasi dan
memastikan Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun
2023-2024 terlaksana secara sistematis, terarah,
terukur dan berkelanjutan serta menyampaikan
hasil kinerja kepada Komisi [X DPR Rl setiap 3

(tiga) bulan.
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nasional; dan

Penyelesaian permasalahan data
kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan yang dilaporkan
oleh perusahaan yang tidak
sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya serta permasalahan
dan kendala lainnya

a. berkoordinasi dengan kementerian terkait
untuk penyelesaian regulasi tentang PBI
Jamsosnaker;

b. memberikan perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi peserta pemagangan
luar negeri;

c. memberikan perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran
Indonesia (PMI) undocumented,

d. meningkatkan pengawasan terhadap
kepatuhan perusahaan atas hak dan
kewajiban pekerja terhadap jaminan sosial
ketenagakerjaan.

Komisi IX DPR Rl mendesak Dewan Jaminan
Sosial Nasional (DJSN) untuk melaksanakan
Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024
berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2023.

Komisi IX DPR Rl meminta Dewan Pengawas
BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan
pengawasan secara aktif atas pelaksanaan Peta
Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 yang
dilaksanakan oleh Direksi BPJS
Ketenagakerjaan, dan menyampaikan hasil
pengawasannya kepada Komisi IX DPR Rl setiap
3 (tiga) bulan.

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. Direktur Utama BPJS Penjelasan arah kebijakan Komisi IX DPR Rl mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan investasi dana jaminan sosial Ketenagakerjaan Rl untuk;
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Komisi IX DPR Rl akan mengagendakan Rapat
Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) terkait Implementasi Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta
Jalan Jaminan Sosial 2023-2024.

Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas
pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota
Komisi IX DPR Rl pada RDP hari ini paling
lambat tanggal 2 Oktober 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Rl

Rabu, 27 Septmber 2023.

Tindak lanjut arahan Presiden
terkait Pembenahan Tata Kelola
Penempatan dan Pelindungan
PMI sesuai UU PPMI.

Pejelasan capaian peningkatan
kesempatan dan ketrampilan
kerja pada BLKLN, BBPVP dan
BLK komunitas

Penjelasan kepastian
pelindungan kesejahteraan sosial
bagi pekerja sebagaimana diatur
dalam Perpres No.36 Tahun 2023
tentang Peta Jalan Jaminan
Sosial Tahun 2023-2024

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian

Ketenagakerjaan RI, untuk:

a. melakukan perbaikan secara aktif tata kelola
penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dari hulu sampai ke hilir;

b. melakukan pengawasan pelaksanaan
penempatan, dan mempermudah prosedur
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
di luar negeri;

c. mengambil langkah konkrit dalam memenuhi
peluang kesempatan kerja luar negeri
termasuk pekerja musiman;

d. membuat terobosan bersama Kementerian
dan Lembaga terkait untuk memberikan
kemudahan akses pelatihan, perizinan,
penempatan, pelindungan dan pengawasan
Pekerja Migran Indonesia (PMI);

e. melakukan kolaborasi dengan pihak terkait
dalam maupun luar negeri dalam rangka
memperluas kepesertaan jaminan sosial

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS | Tahun Sidang 2023-2024
(15 September — 03 Oktober 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran
Indonesia (PMI),

f. mengoptimalkan Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas, Balai Latihan Kerja (BLK), Balai
Latihan Kerja Komunitas (BLKK) untuk
meningkatkan kompetensi Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI).

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan RI untuk melakukan percepatan
implementasi regulasi Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia
(PMI).

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian
Ketenagakerjaan RI untuk berkoordinasi dengan
Kementerian dan Lembaga terkait, dalam
melakukan pencegahan dan pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas
pertanyaan yang disampaikan oleh anggota DPR
Rl pada Rapat Kerja hari ini paling lambat tanggal
4 Oktober 2023.

Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat Kementerian
Kesehatan Rl

Direktur Jenderal
Kefarmasian Dan Alat

Rabu, 27 September 2023.

1.

Penjelasan terkait langkah
strategis peningkatan pelayanan
kesehatan JKN, termasuk:

Komisi IX DPR Rl mendesak Kementerian
Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN), BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas
BPJS Kesehatan meningkatkan koordinasi dan
sinkronisasi untuk memastikan Peta Jalan
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Kesehatan Kementerian a. Penguatan program promotif, Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 yang
Kesehatan RI preventif dalam Program JKN; tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 36

3. Kepala Badan Kebijakan b. Update revisi Formularium Tahun 2023 dapat terlaksana secara sistematis,
Pembangunan Kesehatan Nasional dan Penilaian terarah, terukur dan berkelanjutan, guna
(BKPK) Kementerian Teknologi Kesehatan; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam
Kesehatan RI c. Peningkatan kualitas Program program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Ketua Dewan Jaminan Rujuk Balik.
Sosial Nasional (DJSN) 2. Penyampaian hasil pengawasan, | 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian
5. Dewan Pengawas BPJS monitoring, dan evaluasi terhadap Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan melakukan
Kesehatan, penyelenggaraan Sistem Jaminan sinergitas pelaksanaan upaya kesehatan promotif
6. Direktur Utama BPJS Sosial Nasional Tahun 2022 preventif di dalam program JKN, dengan
Kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan memperhatikan masukan Komisi IX DPR R, di
wewenang DJSN dan Dewan antaranya:
Pengawas BPJS Kesehatan; dan a. Intensifikasi pelaksanaan Komunikasi,
3. Penjelasan arah kebijakan Informasi dan Edukasi (KIE) upaya
investasi dana jaminan sosial kesehatan promotif preventif ke peserta
nasional. JKN;

b. Berkoordinasi secara aktif dengan
kementerian/lembaga terkait validitas dan
reliabilitas data penerima program bantuan
sosial;

c. Peningkatan cakupan skrining 14 penyakit
yang didukung dengan kecukupan tenaga
kesehatan, sarana prasarana termasuk
ketersediaan alat diagnostik yang mudah
digunakan di seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan primer;

d. Peningkatan kualitas Program Pengelolaan
Penyakit Kronis (Prolanis) dan layanan
Program Rujuk Balik (PRB), termasuk
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memastikan ketersediaan obat Prolanis dan
PRB di puskesmas.

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian
Kesehatan RI meningkatkan akses masyarakat
terhadap obat inovatif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) melalui evaluasi
Formularium Nasional (Fornas) secara berkala
sesuai dengan perkembangan keilmuan terapi
medis dan kebutuhan peserta JKN.

Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas
BPJS Kesehatan memperkuat fungsi
pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS
sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, dan
menyampaikan hasil pengawasannya kepada
Komisi IX DPR Rl setiap 3 (tiga) bulan.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan
keberlanjutan program Jaminan Kesehatan
Nasional, maka Komisi X DPR Rl mendesak
BPJS Kesehatan untuk:

a. Lebih proaktif dan inovatif dalam
meningkatkan kepesertaan dan kolektabilitas
juran JKN;

b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil
pengawasan dari DJSN dan Dewan
Pengawas BPJS Kesehatan;
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c. Membuat proyeksi ketahanan Dana Jaminan
Sosial (DJS) Kesehatan bersama dengan
Kementerian Kesehatan RI dan DJSN, serta
melaporkan secara berkala ke Komisi IX
DPRRI;

d. Memaksimalkan pengembangan Dana
Jaminan Sosial (DJS) dalam bentuk investasi
sesuai PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Kesehatan.

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian

Kesehatan RI untuk tetap melanjutkan program

vaksinasi COVID-19 sampai akhir tahun 2023

dengan terus melakukan upaya peningkatan

partisipasi vaksinasi bekerja sama dengan
pemangku kepentingan lainnya.

Komisi IX DPR RI akan mendalami

permasalahan stunting di dalam Panja Stunting

pada masa sidang selanjutnya, dengan
mengundang seluruh pemangku kepentingan
secara komprehensif.

Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk

meningkatkan kualitas pengawasan

penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sesuai

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014,

dengan:

a. Mengambil langkah-langkah strategis
menyelesaikan permasalahan validitas data
dan tunggakan iuran kepesertaan melalui
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penguatan koordinasi dan sinkronisasi
diantara pemangku kepentingan;

b. Melaksanakan kewenangan monitoring dan
evaluasi serta pengawasan eksternal
terhadap bpjs dan melaporkan kinerjanya
secara periodik kepada Komisi IX DPR RI.

Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas

pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI untuk

disampaikan ke Komisi IX DPR Rl paling lambat

tanggal 2 Oktober 2023.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Rancangan Undang- RDP dengan Deputi Bid. Pengembangan 1. UNESCO memberikan kartu kuning kepada

Undang Republik Destinasi dan Infrastruktur Geopark Kaldera Toba. Kondisi ini membuat

Indonesia Nomor ... Tahun | Kemenparekraf/Baparekraf Rl, BPO Danau Panja RUU Kepariwisataan perlu mengundang

..tentang Toba, Sekretariat Baparekraf RI, Pengelola lembaga-lembaga yang mengelola DSP Danau

Perubahan Atas Undang- | Geopark Danau Toba dan Dirjen Toba.

Undang Nomor 10 Tahun | Kebudayaan Kemendikbudristek RI. 2. Rekomendasi dari UNESCO, yaitu:

2009 tentang o Strategi pengembangan pendidikan melalui

Kepariwisataan kerja sama partnership dengan UGGps;

o Memperkuat keterlibatan UNESCO Global
Geopark (UGGp) dalam riset, konservasi dan
promosi penduduk lokal.

3. Salah satu pandangan Panja RUU
Kepariwisataan terkait substansi, adalah
permasalahan pengelolaan Geopark akan
menjadi salah satu substansi dalam pengaturan
Revisi UU Kepariwisataan, khususnya terkait
kelembagaan dan kewenangan pusat dan
daerah.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

Literasi Komisi X DPR Rl ke
Kota Serang, Kabupaten Tegal
dan Kabupaten Garut tanggal
22—24 September 2023

daerah. Secara umum terdapat beberapa kendala
pelaksanaan dukungan program literasi di antaranya:

1. Sekolah belum tersedia tenaga khusus pengelola
perpustakaan di sekolah yang sesuai dengan
kompetensinya,

2. Dinas Pendidikan Kebudayaan belum memiliki
komunitas literasi binaan,

3. Minimnya akses, persebaran pojok baca, dan
ketersediaan sumber bacaan ditempat publik.

4. Kurangnya fasilitas ruang kelas belajar, tidak sedikit
gedung perpustakaan dialihkan menjadi ruang kelas,
dan

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. . Dirjen Pembangunan Desa Rabu, 20 September 2023 Pukul | Masing-masing K/L menyampaikan program-program
dan Perdesaan Kementerian | 10.00 WIB terkait pemajuan literasi termasuk tantangan dan hambatan
Desa, Pembangunan Daerah | RDP Panja Peningkatan Literasi | yang dihadapi. Komisi X DPR RI mendorong
Tertinggal dan Transmigrasi | & Tenaga Perpustakaan Komisi | Kemendikbudristek Rl menetapkan konsep, definisi
RI. XDPRRI operasional dari literasi serta indeks literasi yang disepakati
. Dirjen Bina Keuangan Agenda: bersama dan didukung sinergitas dan sinkronisasi dalam
Daerah Kementerian Dalam | 1. Evaluasi Pelaksanaan pelaksanaannya secara berkelanjutan, bersama
Negeri RI. Gerakan Literasi Nasional. Kemenkominfo RI, Kemendagri RI, Kemenko PMK R,
. Dirjen Pendidikan Islam 2. Perkembangan Penyusunan | Kemendes-PDTT RI, Kemenag Rl dan Perpusnas Rl yang
Kementerian Agama RI. Peta Jalan Literasi Nasional. | mengampu program literasi.
3. Kebijakan Anggaran Literasi
dan Pengangkatan ASN
Tenaga Perpustakaan
(pustakawan dan tenaga
teknis perpustakaan.
2. Kunjungan Spesifik Bidang Evaluasi atas kebijakan pemajuan literasi pemerintah
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. Pembangunan perpustakaan mangkrak akibat tidak
selesainya pembangunan, dan tidak representatif.
3. | 1. Sekjen Kementerian RDP Komisi X DPR Rl pada RDP ditujukan untuk mengevaluasi persoalan dsitribusi
Pendidikan, Kebudayaan, Selasa, 26 September 2023 bantuan PIP dan berbagai kendala penyaluran dan
Riset dan Teknologi RI Pukul 10.00 WIB. pencairan. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek
2. Sekjen Kementerian Sosial untuk memperbaiki penyaluran PIP melalui pemangku
RI Agenda: kepentingan dan dikoordinasikan atau diintegrasikan ke
3. Ketua Tim Pengolah Data Membahas Pelaksanaan dalam sistem dengan lembaga penyalur, sehingga PIP
Pusat Data dan Informasi Program Indonesia Pintar (PIP). | dapat terdistribusi dengan baik oleh penerima yang berhak.
Kementerian Sosial RI Bagi Bank Penyalur untuk melakukan perbaikan layanan,
(pengelola DTKS) utamanya mengenai kewenangan pejabat bank penyalur di
4. Direktur Bank Negara daerah agar tidak memberikan persyaratan tambahan
Indonesia/BNI untuk aktivasi dan pencairan dana PIP, dan memberikan
5. Direktur Bank Rakyat layanan khusus (informasi) di daerah 3T.
Indonesia/BRI
4. | Ikatan Penerbit Indonesia RDPU Panja Peningkatan Pelaku penerbit buku menyampaikan tidak dapat masuk ke

(IKAPI) dan Gabungan Toko
Buku Indonesia (GATBI)

Literasi & Tenaga Perpustakaan
Komisi X DPR RI pada Selasa,
26 September 2023 Pukul 16.00
WIB.

Agenda:

1. Peluang dan tantangan literasi
dan tenaga perpustakaan di
Indonesia.

2. Dukungan toko buku dan
penerbit terhadap
peningkatan literasi

3. Masukan dan rekomendasi
kebijakan peningkatan literasi.

sekolah dan perpustakaan karena keberatan dengan
kebijakan HET yang menciptakan disparitas harga dengan
buku umum, kemudian mengusulkan adanya UU Literasi.
Panja mendorong Pemerintah agar menjaga eksistensi
Toko Buku sebagai bagian dari ekosistem perbukuan
nasional
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INFO SINGKAT

KETERANGAN

4. Evaluasi implementasi UU
Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Sistem Perbukuan (kebijakan
keberadaan toko buku dan
program sistem informasi
perbukuan Indonesia.

Kunjungan Kerja Spesfik Bidang
Pariwisata Komisi X DPR Rl ke
Kota Denpasar, Kabupaten
Klungkung, dan Kabupaten
Badung Provinsi Bali tanggal
27—29 September 2023.

Kunjungan spesifik ditujukan untuk mengetahui
implementasi UU tentang Kepariwisataan dan peraturan
regulasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan
kepariwisataan dan praktik penyelenggaraan
kepariwisataan khususnya pariwisata budaya di Kota
Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Badung
pada saat ini. Dalam kunjungan menemukan beberapa
permasalahan di antaranya:

1. Kepemilikan daya tarik wisata yang tersedia tidak
dimiliki atas nama pemerintah, melainkan dari
pengelola desa adat atau pihak lainnya, sehingga untuk
proses pengembangan tidak mudah;

2. Citra Pariwisata Bali terancam dengan munculnya
perilaku wisatawan yang tidak sopan dan cenderung
bebas, tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan
(sesuai pasal 25 UU No. 10 Th 2009);

3. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengancam
menurunnya sumber daya pariwisata (alam dan
budaya);

4. Masih ada usaha pariwisata yang belum memiliki ijin
sesuai perundang-undangan yang berlaku seperti
munculnya fenomena wisatawan yang tinggal di kos-
kosan dan rumah penduduk, dan tempat ini tanpa ijin
usaha wisata.
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5. Kemacetan di Bali semakin memburuh, apabila tidak
segera diselesaikan maka dapat merusak citra
pariwisata Bali.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

2. Direktur Utama Perum

Lembaga
Penyelenggara
Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia
| Airnav Indonesia;

3. Direktur Utama PT.

Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia
(Persero).

Penyertaan Modal Negara
(PMN) tunai Tahun Anggaran
2023 dan PMN yang berasal
dari BMN Tahun Anggaran
2023 bagi Perum LPPNPI /
Airnav Indonesia, serta PMN
tunai yang berasal dari
cadangan pembiayaan
investasi Tahun Anggaran
2023 dan PMN tunai Tahun
Anggaran 2024 bagi PT.
Bahana Pembinaan Usaha
Indonesia (Persero).

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Direktur
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur
Utama Perum LPPNPI dan Direktur Utama PT. BPUI (Persero)
tentang alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan
Non-Tunai Tahun Anggaran 2023 kepada Perum LPPNPI dan
PMN Tunai Tahun Anggaran 2023 dan rencana alokasi PMN
Tahun 2024 kepada PT. BPUI (Persero).

2. Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara
Tunai pada Tahun Anggaran 2023 sebesar sebesar Rp659,19
Miliar kepada Perum LPPNPI yang akan digunakan untuk:

a. melengkapi teknologi navigasi penerbangan;

b. Peremajaan peralatan ATM System yang telah memasuki
batas maksimum usia teknis;

c. Dukungan atas pemindahan Ibu Kota Negara; dan

d. Pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas
Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura untuk program
Realignment FIR Jakarta-Singapura.

3. Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | 1. Direktur Jenderal Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kekayaan Negara dilaksanakan tanggal 18 Kementerian Keuangan, Direktur Utama Perum LPPNPI, dan

(DJKN) Kementerian September 2023. Direktur Utama PT. BPUI (Persero) menyepakati hal-hal sebagai

Keuangan; berikut:
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Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2023 berupa Barang

Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp892.009.996.471,77

(Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Juta

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh

Puluh Satu Rupiah Koma Tujuh Puluh Tujuh Sen) kepada

Perum LPPNPI, yang bertujuan untuk:

a. Memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan
kapasitas usaha Perum LPPNPI;

b. Mengoptimalkan manfaat BMN dari Kementerian
Perhubungan yang terkait dengan kenavigasian kepada
Perum LPPNPI.

. Perum LPPNPI mengoptimalkan kinerja dalam hal-hal sebagai

berikut:

a. Mendukung kapasitas traffic penerbangan yang kondusif
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;

b. Menjaga reputasi Pemerintah atas keselamatan dan kualitas
pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia;

c. Memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP);

d. Memberikan pelayanan kenavigasian yang berkualitas, yang
mengutamakan keselamatan, efisiensi penerbangan, dan
ramah lingkungan;

e. Menyelesaikan piutang perusahaan;

f. Memperkuat tata kelola yang optimal dalam mengelola
tagihan penggunaan layanan navigasi; dan

g. Menyiapkan dana Perum untuk investasi yang akan datang.

. Perum LPPNPI menyampaikan laporan evaluasi piutang

Perum: para pihak, periode waktu, status penagihan, pending
isu, paling lambat sebelum Rapat Kerja Komisi XI DPR RI
dengan Menteri Keuangan tanggal 25 September 2023.
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6. Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara
Tunai pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.000 Miliar
pada Tahun Anggaran 2023 kepada PT. Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia (Persero) yang akan digunakan untuk
penguatan permodalan PT. Asuransi Jiwa IFG guna menerima
pengalihan portofolio PT. Jiwasraya.

7. Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara
Tunai pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.556 Miliar
kepada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
yang akan digunakan untuk penguatan kapasitas permodalan
IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil
restrukturisasi dari PT. Asuransi Jiwasraya.

8. PT. BPUI (Persero) mengoptimalkan kinerja IFG Life dalam hal
- hal sebagai berikut:

a. Menggunakan PMN secara efektif dalam menyelesaikan
polis dari permasalahan Jiwasraya dan tidak mengajukan
PMN pada tahun-tahun berikutnya;

b. Meningkatkan kinerja keuangan dan operasional;

c. Memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan
internal; dan

d. Meningkatkan edukasi dan literasi kepada masyarakat.

9. PT. BPUI (Persero) menyampaikan laporan evaluasi atas
kepesertaan dalam program Jiwasraya sebelum restrukturisasi
(premi dan manfaat, pembayaran premi, dan lain sebagainya);
Laporan penyelesaian polis (jumlah peserta, skema
restrukturisasi, nilai liabilitas), disampaikan sebelum Rapat
Kerja Komisi XI DPR Rl dengan Menteri Keuangan tanggal 25
September 2023.

10.Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi
atas PMN yang diberikan kepada Perum LPPNPI dan PT. BPUI
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2. Direktur Utama PT.

Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero);

3. Direktur Utama PT.

ASDP Indonesia Ferry
(Persero);

4. Direktur Utama PT.

Brantas Abipraya
(Persero);

5. Direktur Utama PT.

Sejahtera Eka Graha;

6. Direksi PT. Pertamina

(Persero).

Penyertaan Modal Negara
Non-Tunai Tahun Anggaran
2023 kepada PT. Rajawali
Nusantara Indonesia
(Persero), PT. ASDP
Indonesia Ferry (Persero),
PT. Brantas Abipraya
(Persero), PT. Sejahtera Eka
Graha, dan Pt. Pertamina
(Persero).

Utama PT. Sejahtera Eka Graha, dan Direktur Keuangan PT.

Pertamina (Persero) menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Direktur
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur
Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Direktur
Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama
PT. Brantas Abipraya (Persero), Direktur Utama PT. Sejahtera
Eka Graha, dan Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero)
tentang alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai
Tahun Anggaran 2023.

2. Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal
Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2023 berupa Konversi
Piutang APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.564,71
Miliar kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero),
yang bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan holding
BUMN industri pangan.

3. PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengoptimalkan
kinerja dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Mendukung penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan
pangan nasional melalui peningkatan produksi pangan dan
pemerataan distribusi;

b. Mendukung inklusivitas melalui kemitraan dengan petani,
peternak, nelayan, dan UMKM;

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
(Persero) serta kinerja kontrak manajemen (KPI Manajemen),
yang juga dilaporkan kepada Komisi XI DPR Rl setiap
semester.
2. | 1. Direktur Jenderal Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kekayaan Negara dilaksanakan tanggal 19 Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara
(DJKN) Kementerian September 2023. Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry
Keuangan; (Persero), Direktur Utama PT. Brantas Abipraya (Persero), Direktur
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c. Mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani melalui program
offtake;

d. Mendukung kestabilan inflasi pangan melalui penjualan
produk pangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan
mengurangi ketergantungan impor;

e. Meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan dan
deviden;

f. Mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;

g. Memperbaiki struktur modal dan kesehatan perusahaan; dan

h. Memperkuat kapabilitas bisnis terutama pada subklaster
perdagangan dan logistik, perikanan, serta garam.

. Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal

Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2023 berupa Barang
Milik Negara sejumlah 12 unit kapal penumpang dengan nilai
wajar sebesar Rp388.564.810.000,00 (Tiga Ratus Delapan
Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta
Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) kepada PT. ASDP
Indonesia Ferry (Persero), yang bertujuan untuk pelayanan
masyarakat, meningkatkan struktur permodalan, dan kapasitas
usaha perusahaan.

. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan kinerja

dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan kontribusi kepada Negara berupa pajak dan
deviden;

b. Mengurangi beban pengeluaran keuangan
Negara/Pemerintah melalui APBN terhadap biaya
pemeliharaan kapal;

c. Meningkatkan konektivitas antar Pulau;

d. Menurunkan disparitas harga barang dan pemerataan
pembangunan ekonomi;
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e. Menumbuhkan perekonomian masyarakat daerah; dan
f. Memperkuat lintasan keperintisan.

6. Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal

Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2023 berupa Barang
Milik Negara berupa tanah dan bangunan dengan nilai wajar
sebesar Rp211.981.785.000 (Dua Ratus Sebelas Miliar
Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan
Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada PT. Brantas Abipraya
(Persero), yang bertujuan untuk memperbaiki struktur
permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan
dengan urgensi untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja, ruang
pengembangan SDM, dan sarana pendukung kendaraan parkir.

. PT. Brantas Abipraya (Persero) mengoptimalkan kinerja dalam

hal-hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan kontribusi kepada Negara berupa pajak dan
deviden;

b. Memperkuat struktur permodalan;

c. Menyediakan produk konstruksi bermutu dan berkelanjutan,
baik proyek Pemerintah maupun swasta dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

. Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal

Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2023 berupa Barang
Milik Negara pada tanah aset properti eks BPPN yang dikelola
Kementerian Keuangan di Kawasan Bogor Timur berupa 71
(tujuh puluh satu) SHGB yang berada di 3 (tiga) kelurahan
(Katulampa, Cimahpar, Tanah Baru) seluas 290.440 m?,
dengan nilai wajar sebesar Rp1.227.507.102.000,00 (Satu
Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Juta
Seratus Dua Ribu Rupiah), kepada PT. Sejahtera Eka Graha,
yang bertujuan untuk Optimalisasi pemanfaatan Aset Properti
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Eks BPPN dan memperbaiki struktur permodalan dalam

meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan.

9. PT. Sejahtera Eka Graha mengoptimalkan kinerja dalam hal-hal
sebagai berikut:

a. Meningkatkan kontribusi kepada Negara berupa Pajak dan
Deviden;

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Bogor
Timur;

c. Penambahan fasilitas publik bagi masyarakat Kota Bogor
dan membuka lapangan pekerjaan pada saat konstruksi
pembangunan;

d. Memperkuat struktur permodalan perusahaan dan
memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan industri
properti di Kota Bogor.

10.Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal

Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2023 berupa 14 paket

Sarana dan Prasarana Bahan Bakar Nabati di lokasi Terminal

Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina, yaitu tangki Bahan

Bakar Nabati (BBN) kapasitas 100 KL dan 500 KL beserta jalur

pipa dan aksesoris tangki dengan nilai wajar sebesar

Rp49.945.989.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan

Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh

Sembilan Ribu Rupiah), kepada PT. Pertamina (Persero),

yang bertujuan untuk:

a. Memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan
kapasitas usaha dalam rangka memperlancar
pendistribusian biodiesel.

b. Mendukung terwujudnya implementasi mandatori biodiesel.

11.PT. Pertamina (Persero) mengoptimalkan kinerja dalam hal-hal
sebagai berikut:
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e.

Mendukung rencana Pemerintah dalam implementasi
pencampuran Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel/FAME
dalam BBM Jenis Solar, yang diimplementasikan di seluruh
Indonesia;

Pencapaian target Bauran EBT sebesar 23% pada Tahun
2025 dengan meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar
Nabati sekaligus mewujudkan Ketahanan Energi Nasional;
Meningkatkan ketahanan energi nasional dalam
menjalankan Program Mandatori BBN untuk menurunkan
nilai impor minyak dan current account deficit;

. Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan mempercepat

transisi energi yang inklusif, bersih, dan berkelanjutan untuk
mencapai Net Zero Emission; dan

Meningkatkan kontribusi kepada Negara berupa pajak dan
deviden;

12.Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi

atas PMN yang diberikan kepada PT. Rajawali Nusantara
Indonesia (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT.
Brantas Abipraya (Persero), PT. Sejahtera Eka Graha, dan PT.
Pertamina (Persero) serta kinerja kontrak manajemen (KP!I
Manajemen), yang juga dilaporkan kepada Komisi X DPR RI
setiap semester.

13.Kementerian Keuangan akan mengatur pengalokasian PMN

Non Tunai berupa Barang Milik Negara dengan memperhatikan
kondisi tertentu dari BUMN penerima PMN.

14.Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero),

Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur
Utama PT. Brantas Abipraya (Persero), Direktur Utama PT.
Sejahtera Eka Graha, dan Direktur Keuangan PT. Pertamina
(Persero) menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan
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2. Direktur Utama PT.

Sarana Multigriya
Finansial (Persero);

3. Direktur Utama PT. Len

Industri (Persero);

4. Direktur Utama PT. Aviasi

Pariwisata Indonesia
(Persero);

5. Direksi PT. Wijaya Karya

(Persero) Thk.

Penyertaan Modal Negara
(PMN) Tunai Tahun
Anggaran 2023 Kepada PT.
Sarana Multigriya Finansial
(Persero), PT. Aviasi
Pariwisata Indonesia
(Persero), dan Penyertaan
Modal Negara Tunai Dan
Non Tunai Tahun Anggaran
2023 Untuk PT. Len Industri
(Persero), Serta Penyertaan
Modal Negara Tunai Tahun
Anggaran 2024 kepada PT.

Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Industri (Persero), PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT. Wijaya Karya
(Persero) Tbhk, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Direktur
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur
Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Direktur
Utama PT. Len Industri (Persero), Direktur Utama PT. Aviasi
Pariwisata Indonesia (Persero), dan Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, tentang
alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non-Tunai
Tahun Anggaran 2023 dan PMN Tunai Tahun 2024.

2. Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal
Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp1.530.000.000.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh
Miliar Rupiah) kepada PT. Sarana Multigriya Finansial
(Persero), yang bertujuan untuk mendukung penyediaan
pendanaan jangka panjang/menengah kepada penyalur KPR
FLPP dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan target penyaluran
kepada 220.000 rumah di tahun 2023.

3. PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) mengoptimalkan
kinerja dalam mencapai hal-hal sebagai berikut:

a. Mendukung pembiayaan KPR FLPP melalui dukungan
pendanaan oleh Perseroan kepada perbankan;

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR Rl sebelum
Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada
tanggal 25 September 2023.
3. | 1. Direktur Jenderal Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kekayaan Negara (DJKN) | dilaksanakan tanggal 20 Kementerian Keuangan, Direktur Utama, Direktur Utama PT.
Kementerian Keuangan; | September 2023. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Direktur Utama PT. PT. Len
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b. Mendukung program satu juta rumah Pemerintah,
khususnya untuk menyalurkan likuiditas kepada bank
pelaksana KPR;

c. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, baik dari
sisi pajak maupun melalui pembayaran deviden;

d. Memberikan multiplier effect pembangunan sektor
perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
dan nasional;

e. Mengoptimalkan pembiayaan sekunder yang ditunjukkan
dengan tingkat bunga KPR FLPP yang lebih terjangkau
untuk di akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
dan

f. Mengembangkan struktur FLPP yang tidak membebani
APBN.

. Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal

Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.754 Miliar

kepada PT. Len Industri (Persero), yang digunakan untuk

memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas

usaha Perusahaan Perseroan. dengan rincian sebagai berikut:

a. PMN pada PT. Len Industri (Persero) Indonesia sebesar
Rp367 Miliar yang digunakan untuk pengembangan Industri
Radar Nasional;

b. PMN pada PT. Len Industri (Persero) untuk diteruskan
kepada entitas PT. PAL Indonesia sebesar Rp427 Miliar,
yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Produksi
melalui Akuisisi Galangan Kapal Baru dan
Perbaikan/Upgrade Fasilitas;

c. PMN pada PT. Len Industri (Persero) untuk diteruskan
kepada entitas PT. Pindad sebesar Rp417 Miliar, yang
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digunakan untuk Pengembangan lini produksi Munisi Kaliber
Kecil (MKK), Medium Tank, dan Kendaraan Tempur;

. PMN pada PT. Len Industri (Persero) untuk diteruskan

kepada entitas PT. Dirgantara Indonesia sebesar Rp543
Miliar, yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas
Produksi Pesawat CN235, Pesawat N219, dan Revitalisasi
Fasilitas Pendukung.

5. Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal
Negara Non Tunai Tahun Anggaran 2023 berupa Konversi
Piutang APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp456,25 Miliar
kepada PT. Len Industri (Persero), yang digunakan untuk
memperbaiki struktur permodalan perusahaan dan tambahan
kredit modal kerja. Dengan rincian sebagai berikut:

a.

b.

C.

PMN Non Tunai kepada entitas PT. Len Industri (Persero)
sebesar Rp32,06 Miliar;

PMN Non Tunai kepada entitas PT. PAL Indonesia sebesar
Rp157,45 Miliar; dan

PMN Non Tunai kepada entitas PT. Pindad sebesar
Rp266,74 Miliar.

6. PT. Len Industri (Persero) mengoptimalkan kinerja dalam
mencapai hal-hal sebagai berikut:

a.

b.
C.

Meningkatkan kapasitas usaha, struktur permodalan dan
perbaikan kinerja keuangan dan operasional Perusahaan;
Meningkatkan kekuatan dan deterrent effect;

Menciptakan multiplier effect bagi perekonomian selain juga
peningkatan pemasukan deviden, devisa, dan pajak;
Mendukung peningkatan penggunaan komponen dalam
negeri untuk produk-produk pertahanan dan keamanan
nasional;

Penyerapan tenaga kerja dalam pengembangan Industri
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h.

Pertahanan;

Menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan industri
lokal di lokasi/tempat proyek;

Memberikan dampak terhadap pengurangan beban impor
(subtitusi impor) dan peningkatan TKDN komponen produk-
produk industri pertahanan;

Memperkuat struktur permodalan untuk meningkatkan
kinerja keuangan yang lebih sehat; dan

Memperkuat restrukturisasi DEFEND ID dengan
memfokuskan pada industri pertahanan.

7. Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal
Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp1.014.201.261.812,00 (Satu Triliun Empat Belas Miliar
Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu
Delapan Ratus Dua Belas Rupiah) kepada PT. Aviasi
Pariwisata Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai
berikut:

a.

PMN pada PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk
diteruskan kepada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia
sebesar Rp872.091.154.529,00. (Delapan Ratus Tujuh
Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima
Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
PMN pada PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk
diteruskan kepada PT. Hotel Indonesia Natour sebesar
Rp142.110.107.283,00. (Seratus Empat Puluh Dua Miliar
Seratus Sepuluh Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus
Delapan Puluh Tiga Rupiah).

8. PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) mengoptimalkan
kinerja dalam mencapai hal-hal sebagai berikut:

a.

Mendukung pemulihan ekonomi sektor pariwisata dalam
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meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar KEK Mandalika
dan KEK Sanur;

b. Meningkatkan penerimaan devisa dari kunjungan wisatawan
manca negara di KEK Mandalika;

c. Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan; dan

d. Meningkatkan nilai ekonomi dari Kawasan Ekonomi Khusus
yang dikelola dan meningkatkan kinerja investasi.

9. PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) menyampaikan
business plan KEK Mandalika dan KEK Sanur, yang
ditunjukkan dengan nilai investasi, skenario pembiayaan, nilai
ekonomi, dan Key Performance Indicator’s (KPI) proyek KEK.

10.Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal

Negara Tunai Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp6.000.000.000.000,00 (Enam Triliun Rupiah) kepada PT.

Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang akan digunakan untuk

penguatan struktur permodalan WIKA dalam menyelesaikan 37

Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 4 proyek Ibu Kota Negara

(IKN) yang sedang dikerjakan (tidak termasuk proyek kereta api

cepat).

11.PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, mengoptimalkan kinerja dalam
mencapai hal-hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan potensi investasi pemerintah, penyediaan
pendanaan infrastruktur yang memberikan multiplier effect,
mempertahankan kepemilikan pemerintah, dan
meningkatkan pendapatan Negara dari deviden;

b. Penyerapan tenaga kerja baik pada saat konstruksi maupun
saat operasi, meratakan pertumbuhan ekonomi di wilayah-
wilayah yang terdapat proyek-proyek WIKA, serta
mendongkrak aktivitas ekonomi Masyarakat di sekitar
proyek; dan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS | Tahun Sidang 2023-2024
(15 September — 03 Oktober 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

c. Membuka potensi penambahan investasi dari masyarakat
melalui right issue, peningkatan modal, serta penurunan
eksposure WIKA terhadap utang.

12.PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, menyampaikan dokumen
rencana kerja, progress report proyek, dan skema pembiayaan
pada pekerjaan 37 Proyek Strategis Nasional dan 4 Proyek Ibu

Kota Negara (penjelasan masing-masing proyek), sebelum

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada

tanggal 25 September 2023.

13.PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk menyampaikan rencana
penyelesaian menyeluruh atas utang perusahaan yang
disampaikan sebelum Rapat Kerja Komisi XI DPR Rl dengan

Menteri Keuangan pada tanggal 25 September 2023.

14.Pelaksanaan PMN sebesar Rp6 Triliun kepada PT. Wijaya

Karya (Persero) Tbk, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh

BPKP, dan Kementerian Keuangan menyampaikan laporannya

kepada Komisi XI DPR RI setiap semester.

15.Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan PMN pada PT. Sarana Multigriya Finansial

(Persero), PT. Len Industri (Persero), PT. Aviasi Pariwisata

Indonesia (Persero), dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, serta

kinerja kontrak manajemen (KPI Manajemen), yang dilaporkan

kepada Komisi XI DPR Rl setiap semester.

Menteri Keuangan

Rapat Kerja dilaksankan
tanggal 2 Oktober 2023.
Pengambilan Keputusan
Penyertaan Modal Negara
Tunai dan Non Tunai Tahun
Anggaran 2023 dan

Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan

menyepakati hal- hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR Rl telah melakukan pendalaman atas
Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dan Non Tunai Tahun
Anggaran 2023 dan PMN Tunai Tahun Anggaran 2024.

2. Komisi XI DPR RI menyetujui Pemerintah melaksanakan PMN
Tunai dan Non Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2023 dan
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Penyertaan Modal Negara
Tunai Tahun Anggaran 2024.

PMN Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2024, dengan rincian
sebagai berikut:
A. PMN Tunai TA 2023
1) PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp28.884 Miliar;
2) Perum LPPNPI/Airnav sebesar Rp659,19 Miliar;
3) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
sebesar Rp3.000 Miliar;
4) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar
Rp1.530 Miliar;
) PT. Len Industri (Persero) sebesar Rp1.754 Miliar; dan
6) PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar
Rp1.014,2 Miliar.
B. PMN Non Tunai TA 2023
1) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan
nilai wajar sebesar Rp892,01 Miliar;
2) PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berupa
konversi Piutang APBN sebesar Rp2.564,71 Miliar;
3) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN
dengan nilai wajar sebesar Rp388,56 Miliar;
4) PT. Brantas Abipraya (Persero) berupa BMN dengan nilai
wajar sebesar Rp211,98 Miliar;
5) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar
sebesar Rp1.227,5 Miliar;
6) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar
sebesar Rp49,94 Miliar; dan
7) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi Piutang
APBN sebesar Rp456,25 Miliar.
C. PMN Tunai TA 2024
1) PT. Hutama Karya (Persero) sebesar Rp18.604 Miliar;
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2) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
sebesar Rp3.556 Miliar; dan

3) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp6.000 Miliar.
Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya,
kebijakan, dan program pada masing-masing Badan Usaha
Milik Negara sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan
dari kesepakatan Rapat Kerja ini.
Pemerintah tidak melaksanakan PMN Tunai pada APBN

| Tahun Anggaran 2023 kepada PT. PLN (Persero) sebesar

Rp10.000 Miliar dan PT. Bina Karya (Persero) sebesar Rp500
Miliar.
Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi

| atas PMN Tunai dan Non Tunai Tahun Anggaran 2023 dan

2024 yang diberikan kepada BUMN serta kinerja kontrak
manajemen (KPI Manajemen), yang juga dilaporkan kepada
Komisi XI DPR Rl setiap semester.

Penambahan PMN TA 2022 sebesar Rp3 Triliun kepada PT.

| Waskita Karya (Persero) Tbk dibatalkan. PT. Waskita Karya

(Persero) Thk harus melakukan restrukturisasi dengan para
krediturnya. Penyelesaian proyek Tol Kayu Agung -
Palembang - Betung dan Tol Bogor — Ciawi - Sukabumi
dialihkan kepada PT. Hutama Karya (Persero).

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO
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Badan Pemeriksa
Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI)

Rapat konsultasi
dilaksanakan tanggal 27
September 2023.

Pertimbangan atas Badan Pemeriksa Negara Lain yang akan
melakukan penelaahan sejawat atas sistem pengendalian mutu
BPK RI Tahun 2024.

Tertutup.
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1. 26 RUU tentang Rapat Badan Legislasi dengan . Penjelasan Pengusul atas 26 RUU tentang Kab/Kota. Adapun
Kabupaten/Kota Pengusul RUU/Pimpinan Komisi kedua puluh enam Kabupaten/Kota tersebut berada di 5 (lima)
I, Senin 18 September 2023 Provinsi, yaitu:
pukul 13.00 WIB dalam rangka 1)1 (satu) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau;
pengharmonisasian, 2) 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Lampung;
pembulatan, dan pemantapan 3)4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi;
konsepsi 26 RUU tentang 4)4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; dan
Kabupaten/Kota. 5) 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh
Anggota Baleg akan menjadi bahan dalam pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi 26 RUU Kabupaten/Kota.
2. Mahasiswa Badan Legislasi menerima . Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.,
Universitas Audiensi, Selasa 19 September didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi
Pembangunan 2023 pukul 10.00 WIB. menerima audiensi Senat Mahasiswa Fakultas limu Sosial dan
Nasional Veteran llmu Politik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta UPNVJ Jakarta.
. Ketua Badan Legislasi mendorong Universitas Pembangunan
Veteran Jakarta untuk bekerja sama dengan Badan Keahlian
Setjen DPR RI dalam rangka memberikan dukungan penyusunan
Naskah Akademik dan draf RUU yang akan menjadi bahan bagi
DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.
3. Badan Pusat RDP Badan Legislasi, Rabu 20 . Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Badan Pusat
Statistik September 2023 pukul 13.00 Statistik dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik.
WIB. . Menugaskan Tim Ahli untuk menyempurnakan Kembali draf RUU
tentang Statistik sesuai dengan masukan/pandangan yang telah
disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dan BPS.
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4, Sekretariat Badan Legislasi Kelas Umum Kampus Merdeka dengan tema “Mengenal lebih dekat
(Kepala Biro Persidangan Il dan | dengan Badan Legislasi DPR RI” yang disampaikan oleh Kepala Biro
Kabag. Set. Badan Legislasi) Persidangan l.
membuka kelas umum/audiensi
untuk mahasiswa magang
Kampus Merdeka, Jumat, 22
September 2023 pukul 14.00-
16.00 WIB.

d. Badan Legislasi menerima Pimpinan Badan Legislasi (Wakil Ketua — Willy Aditya) dan 2 orang
audiensi mahasiswa magang Anggota Badan Legislasi (Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi dan Heri
Kampus Merdeka, Senin 25 Gunawan, S.E.) memberikan materi untuk Mahasiswa Kampus
September 2023 pukul 10.00- Merdeka dengan tema “Politik dan Generasi Muda”.
13.30 WIB.

6. 26 RUU tentang Rapat Badan Legislasi dengan . Badan Legislasi menyampaikan hasil kajian dari aspek teknis,

Kabupaten/Kota Pengusul RUU/Pimpinan Komisi aspek substansif, dan asas-asas pembentukan Undang-Undang

Il, Senin 25 September 2023
pukul 15.00 WIB dalam rangka
pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan
konsepsi 26 RUU tentang
Kabupaten/Kota.

atas 26 RUU tentang Kab/Kota.

. Pengusul RUU mengapresiasi dan dapat menerima hasil kajian

yang telah disampaikan oleh Badan Legislasi dan akan
menyesuaikan dengan hasil kajian tersebut, namun Pengusul RUU
menyampaikan bahwa untuk Kabupaten Indragiri Hulu diusulkan
untuk diganti namanya menjadi Kabupaten Indragiri dan meminta
perubahan atas Hari Jadi kabupaten tersebut.

. Terhadap perubahan tersebut diusulkan untuk diatur dalam

Peraturan Peralihan dan juga Batang Tubuh RUU.

. Rapat Baleg menyetujui pembentukan 26 Panja dalam rangka

membahas 26 RUU Kab/Kota yang diusulkan untuk memudahkan
pembahasan RUU-RUU tersebut.

. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh

Anggota Baleg akan menjadi bahan masukan dalam
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pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 26
RUU Kabupaten/Kota.

7. RUU tentang
Perubahan Kedua
atas UU Nomor 16
Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI

Rapat Badan Legislasi, Senin 2
Oktober 2023 pukul 10.00 WIB
dalam rangka Penyusunan RUU
tentang Perubahan Kedua atas
UU Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI.

1. Presentasi Tim Ahli atas draf RUU dan latar belakang penyusunan
RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI.

2. RUU tersebut masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Kumulatif
Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Terdapat beberapa usulan perubahan pasal, diantaranya terkait
dengan restorative justice.

4. Pembahasan materi lebih mendalam dan komprehensif akan
dilakukan di tingkat Panja, kepada setiap Fraksi untuk dapat
segera menyampaikan nama-nama anggota Panjanya.

8. RUU tentang
Perubahan Kedua
atas UU Nomor 16
Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI

Rapat Panja Badan
Penyusunan RUU tentang
Perubahan Kedua atas UU
Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan R, Senin 2 Oktober
2023 pukul 15.00 WIB.

1. Tim Ahli mempresentasikan draf RUU tentang Perubahan Kedua
atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl yang telah
disesuaikan dengan masukan/pandangan yang telah disampaikan
oleh Anggota Badan Legislasi dalam Rapat Pleno Baleg.

2. Perbaikan/penyempurnaan dilakukan terhadap Pasal 30A, Pasal
30C huruf h, dan Pasal 35 huruf k.

3. Panja menyetujui penyempurnaan terhadap pasal 30D dengan
memasukkan syarat-syarat untuk penyelesaian perkara di luar
pengadilan sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan ayat (4) dan
penyempurnaan pada pasal-pasal lainnya sesuai dengan
masukan/pandangan Anggota Panja.

4. Laporan Panja akan disampaikan dalam Rapat Pleno Badan
Legislasi yang dijadwalkan pada Senin, 2 Oktober 2023 pukul
16.30 WIB.

9. RUU tentang
Perubahan Kedua
atas UU Nomor 16

Rapat Pleno Badan Legislasi
dalam rangka Pengambilan
Keputusan hasil penyusunan
RUU tentang Perubahan Kedua

Rapat Badan Legislasi memutuskan:

1. Menerima Laporan Ketua Panja atas hasil Penyusunan RUU
tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Rl;
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Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI

atas UU Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan RI, Senin 2
Oktober 2023 pukul 16.30 WIB.

2. Berdasarkan pandangan 8 Fraksi-Fraksi (FPDI Perjuangan, FPG,
FPGerindra, FPNasdem, FPKB, FPDemokrat, FPAN, dan FPPP)
menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl diusulkan menjadi RUU Usul
DPR RI dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

3. FPKS menolak RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl diusulkan menjadi RUU Usul
DPRRI.
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1. KSI - BKSAP Fifty Second session of the Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) mengikuti diskusi Fifty

Steering Committee of the Second Session of the Steering Committee of the PCWTO yang

PCWTO tanggal 15 September | diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parlemen

2023. Eropa secara hybrid dari Geneva, Swiss, pada pukul 15.00-17.00

WIB (10.00-12.00 CEST).

Pada forum ini, Dr. Fadli Zon mengutarakan pentingnya “Fairer,
more inclusive and sustainable global trading system for shared
prosperity” untuk dijadikan salah satu tema utama dalam general
debate pada Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO)
2024.

Adapun masukan-masukan dari diskusi ini akan dijadikan bahan
dalam The 13" Ministerial Conference (MC13), pada tanggal 26-29
Februari 2024 di Abu Dhabi, Uni Emerat Arab.

2. KSI - BKSAP Global Conference of Young Delegasi DPR Rl yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP, Gilang
Parliamentarians, Hanoi 2023 Dhielafararez (F-PDIP), menghadiri konferensi anggota parlemen
tanggal 15 - 17 September muda sedunia yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union
2023. (IPU) di Hanoi, Vietnam pada tanggal 15-17 September 2023.

Pada sesi debat terbuka, Gilang menyampaikan pentingnya
dukungan parlemen untuk terwujudnya inklusi digital bagi seluruh
lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

Turut hadir dalam sidang tersebut, Wakil Ketua BKSAP, Putu
Supadma Rudana (F-PD), anggota BKSAP Paramitha Widya
Kusuma (F-PDIP), dan Dyah Roro Esti Widya Putri (F-PG)
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3. KSB - BKSAP Kunjungan GKSB DPR RI - GKSB DPR RI - Parlemen Ceko yang dipimpin oleh Dr. Evita

Parlemen Ceko ke Praha Nursanty (F-PDIP) mengadakan kunjungan ke Praha pada tanggal

tanggal 17 - 23 September 17 — 23 September 2023. Delegasi beranggotakan:

2023. 1. Sondang Tampubolon (F-PDIP)

2. Riezky Aprilia (F-PDIP)
3. Katherine Oendoen (F-PGerindra)
4. Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra)
5. Ade Rezki Pratama (F-PGerindra)
6. Hasani Bin Zuber (F-PD)
7. Harmusa Oktaviani (F-PD)

8. Drs. Achmad (F-PD)

9. Wastam (F-PD)

10. Dr. Achmad Baidowi (F-PPP)

Pada kunjungan tersebut, Delegasi berkesempatan mengadakan
pertemuan dengan:

e Komisi Ekonomi Parlemen Ceko

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Ceko yang
dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty (F-PDIP) mengadakan pertemuan
dengan Komisi Ekonomi Parlemen Ceko yang diketuai oleh Hon. Mr.
lvan Adamec (19/09/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Ceko,
Dr. Evita Nursanty menyampaikan pentingnya penguatan hubungan
RI - Ceko di bidang ekonomi yang kiranya juga dapat berkontribusi
dalam penguatan hubungan antara RI - Uni Eropa. Ketua GKSB
Ceko berharap agar Parlemen Ceko dapat mendukung percepatan
persetujuan Indonesia - European Union Comprehensive Economic
Partnership Agreement (I-EU CEPA).
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Ketua Komisi Ekonomi Parlemen Ceko, Hon. Mr. lvan Adamec
menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Delegasi GKSB DPR R
- Parlemen Ceko di Praha dan menekankan pentingnya
meningkatkan hubungan kedua negara khususnya dalam bidang
ekonomi. Diharapkan parlemen kedua negara dapat menjadi
fasilitator penguatan kerja sama ekonomi RI - Ceko serta semakin
memperluas kerja sama di bidang - bidang lain seperti sosial-
budaya dan pertahanan.

Pihak Parlemen Ceko memandang Indonesia sebagai mitra penting
di ASEAN, begitu juga Indonesia yang memandang Republik Ceko
sebagai mitra penting di Uni Eropa. Kedepannya kedua pihak
diharapkan dapat saling menjadi economic hub di kawasan masing -
masing serta dapat terus saling dukung dalam memandang isu-isu
terkini di EU dan ASEAN, khususnya dalam penguatan demokrasi,
CPO Indonesia dan penanggulangan krisis iklim.
o Kelompok Persahabatan Parlemen Republik Ceko -
Indonesia
Melanjutkan rangkaian pertemuan kunjungan GKSB DPR RI -
Parlemen Ceko, Delegasi menghadiri Working Lunch dengan
Kelompok Persahabatan Parlemen Republik Ceko - Indonesia yang
diketuai oleh Hon. Mr. Victor Vojtko (19/09/23).

Hon. Mr. Victor Vojtko menyampaikan terima kasih atas kehadiran
GKSB DPR RI - Parlemen Ceko di Praha. Sebagai informasi, Ketua
Kelompok Persahabatan Parlemen Republik Ceko telah
mengunjungi Indonesia untuk menghadiri sidang IPU 144 di Bali
pada tahun 2022. Persidangan tersebut juga menjadi dasar bagi
pembentukan Kelompok Persahabatan Parlemen Republik Ceko -
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Indonesia. Pembentukan kelompok persahabatan antara parlemen
oleh kedua negara kiranya dapat meningkatkan kerja sama bilateral
dan hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Ceko, Dr. Evita Nursanty (F-PDIP)
mengapresiasi penerimaan yang hangat oleh Kelompok
Persahabatan Parlemen Ceko - Indonesia. Kedua negara, meskipun
terpaut jarak yang jauh hendaknya dapat terus memperkuat
intensitas komunikasi dan kerja sama bilateral dalam berbagai
bidang.

Kunjungan dari GKSB Ceko diharapkan dapat menjadi sarana
diskusi yang bermanfaat bagi kedua pihak dan berkontribusi dalam
memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Republik Ceko di
berbagai bidang.

o Duta Besar Rl untuk Republik Ceko dan Jajaran KBRI Praha
Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Ceko melanjutkan pertemuan
dengan Duta Besar Rl untuk Republik Ceko, Y.M. Kenssy D.
Ekaningsih beserta jajaran KBRI Praha (20/09/2023)

Dubes RI untuk Republik Ceko mengapresiasi kunjungan GKSB
Ceko ke Praha yang mengakomodir diskusi bermanfaat antara pihak
Rl dan Ceko. Beliau juga menyambut baik posisi GKSB Ceko yang
telah menyuarakan permintaan dukungan kepada Parlemen Ceko
terhadap percepatan penyelesaian perundingan I-EU CEPA, produk
kelapa sawit, serta hilirisasi industri mineral Indonesia.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Ceko menekankan bahwa
Parlemen memainkan peranan penting dalam menjembatani dan
melengkapi hubungan diplomatik serta kerja sama antara kedua
negara.
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DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan nasional
serta berperan dalam penguatan kerja sama dengan negara -
negara sahabat.

4. KSR - BKSAP Standing Committee on Social - | Delegasi DPR Rl yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon (F-
Cultural Affairs of Asian PGerindra) didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Dr. Sukamta (F-
Parliamentary Assembly (APA), | PKS) dan Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) serta Anggota BKSAP
Baku Azerbaijan tanggal 18 — Agustina Wilujeng (F-PDIP), Puteri Anetta Komarudin (F-PG) dan
24 September 2023. Didi Irawadi Syamsudin (F-PD) menghadiri Sidang Asian
Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and
Cultural Affairs pada 20-22 September 2023 di Baku - Azerbaijan.

Sidang membahas isu-isu krusial bagi kepentingan kawasan Asia di
bidang sosial budaya dan berhasil mengadopsi 12 Resolusi terkait
perlindungan aset budaya, penjaminan kesehatan, pariwisata
berkelanjutan dan pembentukan komisi perempuan dalam
organisasi APA. Hasil Sidang ini akan dilaporkan ke Sidang Pleno
APA tahun 2024 di mana Presidensi APA akan dijabat oleh

Azerbaijan.
5. KSB - BKSAP Courtesy Call Wakil Ketua Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-PD) dan Dr.
BKSAP dengan Duta Besar H. Sukamta (F-PKS) menerima kunjungan kehormatan (courtesy
Kroasia untuk Indonesia tanggal | call) dari Duta Besar Kroasia untuk Indonesia, H.E. Mr. NebojSa
18 September 2023. Koharovi¢ di Gedung Nusantara lll DPR R, Jakarta, pada Senin
(18/9/2023).

Pertemuan membahas mengenai peningkatan kerja sama antara
Indonesia-Kroasia, khususnya di sektor pariwisata. Hal ini
mengingat Kroasia menjadi salah satu dari 10 negara paling
dikunjungi oleh wisatawan Eropa, bahkan dengan jumlah penduduk
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yang hanya sekitar 4 juta orang, Kroasia mampu menarik wisatawan
mencapai 16 juta wisatawan setiap tahunnya.

Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai potensi kerja sama
sister city antara kota-kota di Kroasia dengan kota wisata di
Indonesia seperti Yogyakarta dan Bali. Pimpinan BKSAP juga
sempat menyampaikan terkait rencana kunjungan Delegasi BKSAP
ke Zagreb, Kroasia pada akhir September mendatang.

6. KSB - BKSAP Courtesy Call Wakil Ketua Pimpinan BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan dari
BKSAP dengan Delegasi Ketua Grup Persahabatan Parlemen Armenia-Indonesia, H.E. Ms.
Kelompok Persahabatan Hakobyan Hasmik yang didampingi oleh Duta Besar Armenia Untuk

Parlemen Armenia — Indonesia | Indonesia H.E. Mr. Serob Bejanyan di Gedung Nusantara Ill DPR
tanggal 19 September 2023. RI, Jakarta, pada Selasa (19/9/2023).

Selama pertemuan berlangsung, Ketua Delegasi Parlemen Armenia
menyampaikan harapannya agar DPR Rl dapat segera membentuk
GKSB DPR RI dengan Parlemen Armenia, sebagaimana pihak
Armenia telah membentuk friendship group dengan Indonesia.
Selain itu, delegasi juga berharap Pemerintah Indonesia dapat
membuka KBRI di Armenia. Mengingat hingga saat ini, perwakilan
Pemerintah Indonesia di Armenia masih dirangkap oleh KBRI di
Kiev, Ukraina.

Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon (F-Gerindra) menyampaikan
apresiasi atas kunjungan bilateral pertama dari Delegasi Armenia ke
Gedung DPR RI. Pihaknya menyatakan bahwa besar kemungkinan
GKSB DPR RI dengan Parlemen Armenia dapat dibentuk pada
periode mendatang. Tidak hanya itu, terkait dengan situasi terkini
konflik Nagorno-Karabakh di wilayah perbatasan Armenia-
Azerbaijan, Ketua BKSAP mendorong penyelesaian konflik melalui
berbagai negosiasi dan cara-cara damai.
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Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR R
Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) dan Dr. H. Sukamta (F-PKS).
Sebelum pertemuan dimulai, Delegasi Parlemen Armenia juga
sempat mengunjungi Museum DPR RI dan melihat Ruang Paripurna
DPRRI.

7. BKSAP Ketua BKSAP mengisi Kuliah Ketua BKSAP DPR R, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) akan
Umum Diplomasi Parlemen bagi | menyampaikan Kuliah Umum terkait Diplomasi Parlemen yang
peserta Magang Kampus diselenggarakan di Ruang KK 2. Gedung Nusantara, DPR RI.
Merdeka tanggal 19 September
2023. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut dan
memaparkan diplomasi parlemen kepada peserta Magang Kampus
Merdeka.

8. KSI - BKSAP PUIC Webinar tanggal 25 Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon turut hadir dalam webinar yang
September 2023. diadakan oleh Parliamentary Union of the OIC Member States
(PUIC) yang diadakan pada pukul 16.00 WIB.

Webinar ini membahas langkah-langkah yang akan diambil oleh
PUIC dalam mencegah terluangnya kembali praktek-praktek yang
bersebrangan dengan nilai toleransi seperti pembakaran Al-Quran
pada beberapa waktu lalu.

9. KSI - BKSAP 2rd World Summit of the Delegasi DPR RI berpartisipasi mencari solusi bersama parlemen
Committees of the Future 2023, | dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) pada
Montevideo, Uruguay tanggal KTT Komite Masa Depan Dunia (Summit of the Committees of the
25 - 27 September 2023. Future) di Montevideo, Uruguay. Ketua BKSAP DPR R, Dr. Fadli
Zon, menjadi salah satu panelis utama dalam pleno bertema
Challenges in Parliamentary Work in an Era of Change, berbagi
pandangannya terkait strategi parlemen untuk merangkul masa
depan dan mengatasi tantangan teknologi baru melalui kerja sama
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internasional. Menyoroti tantangan utama dalam mengintegrasikan
teknologi dalam kerja-kerja parlemen, ia menekankan pentingnya
memupuk budaya integritas dan perubahan struktural di dalam
lembaga legislatif untuk memfasilitasi adopsi sistem baru dan
inovasi teknologi. Menggarisbawahi pentingnya pengembangan
kapasitas, ia juga memaparkan masih ada kekurangan dalam
keterampilan digital, pengetahuan teknis, dan literasi informasi
dalam parlemen. Oleh karena itu, penting bagi parlemen untuk
memanfaatkan potensi teknologi secara efektif melalui dukungan
sumber daya dan pengetahuan teknis.

Fadli Zon juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa inovasi
teknologi harus benar-benar mencapai seluruh lapisan masyarakat,
termasuk komunitas dan kelompok yang terpinggirkan, sekaligus
menjaga nilai-nilai demokrasi dalam perkembangannya. "Demokrasi
bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, melainkan seperangkat
prinsip etis yang memastikan perwakilan, akuntabilitas, dan
transparansi. Pengembangan teknologi tidak boleh mengabaikan
prinsip-prinsip dasar itu," tuturnya.

“Maka penting bagi parlemen, melalui fungsinya, untuk membentuk
kebijakan yang menjamin privasi dan keamanan data guna
melindungi hak warga negara, mengatasi kesenjangan digital dan
memastikan akses teknologi yang setara, memperkuat keamanan
siber dan melawan disinformasi yang dapat membahayakan
integritas lembaga-lembaga demokrasi, serta mewaspadai potensi
bias algoritma (algorithmic bias) dalam penggunaan data dan
teknologi guna memastikan pengambilan keputusan yang adil dan
setara,” ia menambahkan.
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Mengenai tantangan yang ditimbulkan oleh Kecerdasan Buatan (Al)
Generatif, Fadli Zon menganjurkan pengembangan Al yang etis dan
bertanggung jawab. "Sangat penting untuk menemukan
keseimbangan yang tepat antara mendorong inovasi dan melindungi
dari potensi bahaya yang ditimbulkan teknologi baru," ujarnya. la
menekankan perlunya kerangka regulasi yang kokoh, namun juga
fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang terus
berlangsung.

Mengenai insentif untuk mendorong pengembangan kapasitas dan
investasi dalam sektor berbasis Al, Fadli Zon merekomendasikan
pendekatan multi-aspek termasuk insentif pajak, hibah penelitian,
dan kemitraan antara sektor pendidikan dan industri. la menekankan
pentingnya membina tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan,
serta pusat penelitian dan pengembangan teknologi yang memadai.
“Mendorong kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui
public-private-partnership juga dapat menarik investasi dan
mempromosikan inovasi Al,” ujarnya.

Pada paparannya, Ketua BKSAP juga menekankan pentingnya
mengidentifikasi area dan demografi kunci yang memerlukan
perhatian khusus dalam pengembangan Al untuk melindungi
masyarakat dari potensi risiko. la mendorong penerapan langkah-
langkah pengamanan yang kuat dalam infrastruktur penting seperti
layanan kesehatan publik, keuangan, dan transportasi publik, serta
menekankan perlunya pengawasan ketat di sektor-sektor yang di
masa depan akan sangat bergantung pada Al.

la kemudian menambahkan, “Dalam pengembangan dan
pengawasan implementasi teknologi baru, parlemen harus
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melindungi populasi yang rentan dan marjinal dari potensi bias dan
diskriminasi algoritmik yang melekat dalam sistem Al. Merupakan
tanggung jawab parlemen untuk merumuskan legislasi yang
menegakkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan
dalam teknologi.”

Mengakhiri paparannya, Fadli Zon juga menekankan komitmen
Indonesia untuk melindungi dan memajukan transformasi digital bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui inisiatif
kebijakan, seperti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro. “Kami akan terus berupaya untuk mendorong
diversifikasi ekonomi dan inovasi, sekaligus memastikan
perlindungan sosial yang kuat dan inklusif bagi segmen masyarakat
yang paling rentan terhadap perubahan teknologi,” ujarnya.

Turut hadir dalam konferensi ini Wakil Ketua BKSAP, Achmad
Hafisz Tohir (F-PAN), dan anggota BKSAP, Puteri Anetta
Komarudin (F-PG).

10. | KSI - BKSAP IPU Asia-Pacific Group Webinar | Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-PD) dan
bertema Women's Leadership | anggota BKSAP Dyah Roro Esti (F-PG) menghadiri "Asia-Pacific
and engagement with Group Webinar" bertema "Women's Leadership and engagement
parliament in the Asia Pacific with parliament in the Asia Pacific region" yang diselenggarakan
region tanggal 28 September oleh Parlemen Australia selaku Ketua Grup Asia Pasifik IPU dimana
2023. DPR RI merupakan salah satu anggota di dalamnya.

Dalam kesempatan ini, Putu menyampaikan pandangannya terkait
komitmen DPR RI dalam mendorong kepemimpinan perempuan
dalam berbagai ranah pembuatan kebijakan, utamanya dalam
konteks legislatif. Selanjutnya ia juga berkesempatan untuk
berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan kepada calon Presiden
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Parlemen Yunani dengan Duta
Besar Yunani untuk Indonesia
tanggal 2 Oktober 2023.

Khan (F-PKB) menerima Duta Besar Yunani untuk Republik
Indonesia, H.E. Mrs. Stella Bezirtzoglou di Gedung Nusantara Il Lt.
2 (02/10/23).

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
IPU yang turut bergabung dalam forum ini dengan poin yang
menitikberatkan pada tantangan dan peluang apa saja yang
dihadapi perempuan untuk berpartisipasi di dalam pembuatan
kebijakan politik.

Sementara itu, Dyah Roro Esti berbagi pandangan terkait
pentingnya partisipasi dan kepemimpinan perempuan untuk
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Namun, saat
ini banyak perempuan menghadapi tantangan seperti stereotip
lingkungan yang menghambat perempuan untuk maju ke ranah
politik. Untuk itu, ia menegaskan bahwa dukungan dari lingkungan
sekitar sangatlah penting, baik itu dari pasangan, keluarga, dan
lingkup terdekat lainnya, agar wanita dapat berpartisipasi dalam
kepemimpinan di masyarakat.

11. | KSI- BKSAP Capacity building workshop on | BKSAP DPR RI bekerja sama dengan IPU melalui kerangka Gender
advocacy and communication to | Partnership Program untuk menyelenggarakan “Capacity building
promote women’s participation | workshop on advocacy and communication to promote women’s
in politics for women MP and participation in politics for women MP and Capacity building
Capacity building workshop on | workshop on gender mainstreaming for Parliamentary staff of the
gender mainstreaming for House of Representatives of the Republic of Indonesia” yang
Parliamentary staff of the House | berisikan capacity building dan materi public speaking dan strategic
of Representatives of the planning terkait pelaksanaan kampanye.

Republic of Indonesia tanggal 2-
3 Oktober 2023. Kegiatan diikuti oleh anggota wanita BKSAP DPR Rl serta
sekretariat wanita Biro KSAP DPR RI.

12. | KSB - BKSAP Courtesy Call GKSB DPR RI- | GKSB DPR RI - Parlemen Yunani yang dipimpin oleh Ir. H. Nasim

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS | Tahun Sidang 2023-2024
(15 September — 03 Oktober 2023)

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal termasuk upaya
peningkatan hubungan antar parlemen, saling kunjung, maupun
berbagai peluang kerja sama di berbagai sektor, seperti pariwisata,
pendidikan, lingkungan hidup maupun pertahanan.

GKSB DPR RI - Parlemen Yunani berencana untuk melakukan
kunjungan ke Yunani utk peningkatan hubungan antar parlemen
kedua negara, diharapkan hubungan baik yang telah tercipta sejak
lama dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.
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1. Paket Meeting di Wisma Tema:
DPRRI, Griya Sabha Kopo, | e Kajian Terhadap Korelasi Kedisiplinan Penyampaian LHKPN Anggota
Bogor Jawa Barat tanggal DPR RI dengan Penegakan Kode Etik DPR R,
14-16 September 2023. e Kinerja MKD Melalui Kegiatan Mahkamah Kehormatan Dewan
Awards (MKD Awards) 2023.
2. Paket Meeting di Wisma Tema:
DPRRI, Griya Sabha Kopo, | e Korelasi Anggota DPR RI Dalam Menjaga Etika Keluarga Dengan
Bogor Jawa Barat Capaian Tugas Kedewanan Sebagai Anggota DPR RI;
18-20 September 2023 o Motivasi Kesadaran Menjaga Marwah Lembaga Melalui Ajang
Apresiasi MKD Awards.
3 | DPRD Kota Surakarta | Menerima Audiensi tanggal | Konsultasi terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kehormatan.
21 September 2023.
4 Paket Meeting di Wisma Tema:
DPRRI, Griya Sabha Kopo, | e Kajian Hak Imunitas Anggota DPR RI dalam Hukum Tata Negara dan
Bogor Jawa Barat tanggal Korelasi nya dengan Penegakan Kode Etik Anggota DPR RI;
22-24 September 2023. o Efektifitas Anggota DPR RI Dalam Menyuarakan Aspirasi Masyarakat
Melalui Media Massa sebagai ukuran MKD Awards.
5 Seminar Nasional tanggal Seminar Nasional dengan tema “Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
26-27 September 2023. Awards: Apresiasi Untuk Para Pejuang Etika Lembaga DPR RI”
6 Paket Meeting di Wisma Tema:
DPR RI, Griya Sabha Kopo, | e Penegakan Kode Etik Bagi Anggota DPR RI yang Memiliki Profesi
Bogor Jawa Barat tanggal Lain di Luar Tugasnya Sebagai Anggota DPR RI;
29 September — 1 Oktober | o Mahkamah Kehormatan Dewan Awards (MKD Awards) 2023 Sebagai
2023. Fungsi MKD Dalam Hal Pencegahan Pelanggaran Kode Etik.
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1. Kunjungan Kerja Dalam Negeri | Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan
dalam rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR Rl dan Keluarganya
Pelaksanaan Program bertujuan untuk:
Jamkestama tanggal 16-18 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku
September 2023 ke Tangerang kepentingan (stakeholders) mengenai pentingnya program Jamkestama,
Selatan, Banten. terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai
penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR Rl beserta
keluarganya.

2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan
rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama.

3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan
prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan
Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih
ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan
jamkestama sesuai ketentuan.

4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam
melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR Rl beserta

keluarganya.
2. Kunjungan Kerja Luar Negeri Tujuan Kunjungan Kerja Luar Negeri BURT DPR Rl adalah untuk berdiskusi
BURT ke Filipina tanggal 26 dan berbagi pengalaman tentang:
September-2 Oktober 2023. 1. Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen yang telah

dipraktekan oleh parlemen negara lain.
2. Model dan mekanisme komunikasi antara Anggota Parlemen dengan
konstituennya.
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©w

Pengelolaan/penataan sarana dan prasarana kawasan kompleks
parlemen, serta penataan kawasan kompleks parlemen.
Manajemen keprotokolan untuk Anggota Parlemen.

Pengelolaan jaminan kesehatan untuk Anggota Parlemen.
Perencanaan dan implementasi e-parliament.

Manajemen sistim pendukung (supporting system) parlemen yang
bertugas memberi dukungan keahlian, teknis dan administratif.

No ok
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1. | Pemerintah dan Bank Rapat Kerja Badan Anggaran dengan | 1. Penyampaian Laporan dan Pengesahan Hasil
Indonesia Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Panja-panja RUU tentang APBN TA 2024;

rangka Pembicaraan Tingkat | RUU 2. Pembacaan Naskah RUU tentang APBN TA

APBN TA 2024 tanggal 19 September 2024;

2023. 3. Pendapat Mini Fraksi sebagai Sikap Akhir
Fraksi;

4. Pendapat Pemerintah;

5. Penandatanganan Naskah RUU APBN TA
2024;

6. Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan ke
Tk.I1.

2. Kunjungan Kerja Luar Negeri Badan Kunjungan Kerja Luar Negeri Badan Anggaran ke

Anggaran ke Negara Jepang tanggal Negara Jepang dalam rangka Diplomasi Parlemen

25 September 2023 s.d. 1 Oktober di Bidang Anggaran ke Negara Jepang.
2023.
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MS | Tahun Sidang 2023-2024
(15 September — 03 Oktober 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Deputi Keuangan dan Manajemen
Risiko Kemterian BUMN

PT. Perkebunan Nusantara (Persero)
PT. Permodalan Nasional Madani

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
(Persero)

Keuangan Negara.

Kunker dilaksanakan
pada tanggal 25 s.d.
27 September 2023.

Negeri ke Surabaya, Jawa Timur dalam rangka
Penelaahan BAKN DPR Rl terhadap LHP BPK terkait
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan
Lembaga lainnya.

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu R.I | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam

Deputi Keuangan dan Manajemen Keuangan Negara. Negeri ke Malang, Jawa Timur dalam rangka

Risiko Kemterian BUMN Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK terkait

PT. Pembangunan Perumahan Kunker dilaksanakan | Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan

(Persero) Tbk pada tanggal 18 s.d. | Lembaga lainnya.

PT. Jasa Marga (Persero) Thk 20 September 2023.

PT. Sarana Multi Infrastruktur

(Persero)
2. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu R.I | Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam

*kkkk

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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